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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN 

A.  Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha KH Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet dengan titik di atas ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdan ye ش

 Ṣad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

 Ḍaḍ Ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ṭa Ṭ Te dengan titik di bawah ط

 Ẓa Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Fa ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda(’). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

  

 

 

 

 

 

 
Contoh: 

   : kaifa 

   : haula 

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
 

   : māta 

 

   : māta 

: rāmā 

   : qīla 

   : yamūtu 

4. Tā marbūtah 



 

x 
  

Transliterasi untuk tā’marbūtah ada dua, yaitu tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

    : raudah al-atfāl 

    : al-madīnah al-fādilah 

    : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

6. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

   : ta’murūna 

   : al-nau’ 

: syai’un 

   : umirtu 

 

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi  di atas. Misalnya , 

kata al-Qur’an (dari dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasikan secara utuh. 

Contoh: 

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī 

Risālah fi Ri’āyah al-Maslah 

8. Lafz al-Jalālah 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh:        dīnullāh  billāh 

Adapun tā’m           arbūtah             di akhir  kata yang disandarkan kepada lafz 

al-jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

               : hum fī rahmatillāh 

9. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
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Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (-al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR. Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Nasr Hāmid Abū Zayd 

Al-Tūfī 

Al-Maslahah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū  (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) 

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd 

Nasr Hāmid Abū) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

a. Swt.  : Subhanahu wa ta ‘ala 

b. Saw.  : Sallallahu ‘alaihi wa sallam 

c. as    : ‘alaihi al-salam 

d. QS  : Qur’an Surah 

e. HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Alda Winanda, 2023, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Ampikale dalam 

Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis Di Desa Bone Subur, 

Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara” Skripsi 

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dosen Pembimbing (I) 

Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd, (II) Muhammad 

Tahmid Nur, M.Ag. 

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi 

ampikale dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis di Desa Bone Subur, 

Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi ampikale dalam sistem 

kewarisan masyarakat Bugis di desa Bone Subur dan bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap pelaksanaan tradisi ampikale masyarakat Bugis di Desa Bone 

Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah data primer yang diperoleh hasil dari wawancara dan data 

sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah. 

Lokasi penelitian dilakukan di desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang Selatan, 

Kabupaten Luwu Utara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ampikale merupakan tradisi atau 

kebiasaan orang tua yang dilakukan secara turun temurun dengan menyisihkan 

sebagian hartanya untuk keperluan sehari-hari dimasa tuanya sampai ia meninggal 

dunia. Hakikatnya sistem pembagian harta waris ampikale tersebut merupakan 

paseng (pesan) pewaris sebagai suatu bentuk jaminan bagi pewaris berupa harta 

yang dipisahkan dari harta warisan pokok yang sebelumnya telah dibagikan 

kepada masing-masing ahli waris setelah ahli waris menikah atau dikenal dengan 

pabbere dalam masyarakat Bugis. Ampikale sendiri tidak bertentangan dengan 

hukum waris Islam (faraid) karena didasari sikap saling adil dan ikhlas diantara 

ahli waris. Yang berhak mendapatkan ampikale adalah anak yang mempunyai 

tanggung jawab lebih besar dalam mengurus orang tuanya di masa tuanya sampai 

ia meninggal dunia. 

  

Kata Kunci : Hukum Islam, Kewarisan, Tradisi Ampikale, Masyarakat Bugis 
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ABSTRACK 

Alda Winanda, 2023, "Review of Islamic Law on the Ampikale Tradition in the 

Bugis Community Inheritance System in Bone Subur Village, 

South Sabbang District, North Luwu Regency" Thesis Islamic 

Family Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State 

Islamic Institute, Supervisor ( I) Hj. A. Sukmawati Assaad, 

S.Ag, M.Pd, (II) Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  

This thesis discusses the review of Islamic law towards the ampikale 

tradition in the inheritance system of the Bugis community in Bone Subur Village, 

South Sabbang District, North Luwu Regency. This research aims to find out how 

the ampikale tradition is implemented in the inheritance system of the Bugis 

community in Bone Subur village and how Islamic law reviews the 

implementation of the ampikale tradition of the Bugis community in Bone Subur 

Village, South Sabbang District, North Luwu Regency.  

The method used in this research is a type of qualitative research with a 

sociological normative approach. The data collection technique used is primary 

data obtained from interviews and secondary data obtained from literature studies 

in the form of books, journals and scientific papers. The research location was 

carried out in Bone Subur village, South Sabbang District, North Luwu Regency.  

The results of the research show that ampikale is a tradition or habit of 

parents who have been passed down from generation to generation by setting 

aside some of their assets for daily needs in their old age until they die. In essence, 

the system of distributing ampikale inheritance is a passeng (message) to the heir 

as a form of guarantee for the heir in the form of assets separated from the main 

inheritance which had previously been distributed to each heir after the heir 

married or known as pabbere in Bugis society. Ampikale itself does not conflict 

with Islamic inheritance law (faraid) because it is based on a mutually fair and 

sincere attitude between heirs. Those who are entitled to receive ampikale are 

children who have greater responsibility in taking care of their parents in their old 

age until they die.  

 

 

Keywords: Islamic Law, Inheritance, Ampikale Tradition, Bugis Society  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum Islam mengatur bagaimana manusia yang diciptakan Allah Swt. 

dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana 

yang telah ditetapkan Allah Swt. Allah menciptakan manusia berpasang-

pasangan. Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian. 

Dan setiap kematian itu bagi mahluk hidup merupakan peristiwa biasa. Manusia 

sebagai salah satu mahluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa, justru 

menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum 

merupakan peristiwa hukum.1 

Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan 

ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami 

peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. 

Maksudnya jika ada seseorang meninggal dunia maka segala hak dan kewajiban 

pada umumnya sesuatu yang tidak berwujud atau berwujud dalam bentuk 

bergerak atau benda tetap. Kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan 

seseorang saat meninggal dunia akan menjadi benda warisan.2 

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta 

benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan dengan 

peristiwa kematian seseorang yang akan menimbulkan hak waris mewarisi. 

Agama Islam mengatur tentang ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam 

                                                           
1 Abdul Dzamili, Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 112. 
2 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 2002), 259. 



 

 
 

Al-Qur’an agar tidak terjadi perselisihan antar sesama ahli waris sepeninggal 

orang yang meninggal. Akan tetapi sampai saat ini hukum waris yang berlaku di 

kalangan masyarakat Indonesia masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk 

pada hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum waris dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata.3 

Hukum waris adat sendiri terjadi keanekaragaman bentuk pewarisan, 

tergantung dari bentuk hukum adat dan sistem kekerabatan yang dianut suatu 

kelompok masyarakat. Dalam hukum kewarisan adat pewarisan terjadi selain pada 

saat meninggalnya pewaris juga dimungkinkan terjadi sebelum si pewaris 

meninggal dunia. Hal ini dapat berbeda penerapannya di tiap-tiap daerah. Para 

ahli waris hanya berhak terhadap peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan 

pembayaran-pembayaran hutang serta segala kewajiban pewaris yang belum 

sempat dilakukan semasa pewaris hidup. Dalam artian peninggalan pewaris yang 

dapat diwariskan oleh para ahli waris harus dalam keadaan bersih dari biaya-biaya 

yang wajib dikeluarkan sebelum harta warisan dibagikan.4 

Sistem kewarisan masyarakat adat di Kecamatan Sabbang Selatan tepatnya 

di Kabupaten Luwu Utara Desa Bone Subur menggunakan sistem warisan sesuai 

dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Umumnya masyarakat di Desa 

tersebut lebih identik dalam sistem kekerabatan Parental, yakni yang menganut 

sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak 

orang tua, yaitu garis bapak dan ibu. Sistem kewarisan adat di setiap daerah 

berbeda-beda ada yang menggunakan sistem pembagian sesuai hukum Islam dan 

                                                           
3 Azhar Basyir, Hukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), 3. 
4 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 2002), 259. 



 

 
 

ada juga yang menggunakan sistem warisan sesuai dengan adat yang berlaku di 

daerah setempat, misalnya seperti suku Bugis. Masyarakat Bugis tersebut 

memiliki tradisi pembagian harta warisan yang merupakan warisan nenek 

moyang.5 

Pengaturan hukum waris merupakan pengaturan yang cukup kompleks dan 

sering menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian 

warisan yang tidak adil seringkali menimbulkan perselisihan antara kerabat dan 

keluarga, yang kemudian diperkarakan di pengadilan. Penyebab ketidakadilan ini 

adalah banyak masyarakat adat di Indonesia yang tetap menjalankan sistem 

pewarisan tradisionalnya dengan tetap beragama Islam seperti masyarakat Bugis. 

Pelestarian tradisional sangat penting bagi masyarakat adat, tetapi agama harus 

diutamakan. Maka diperlukan penyatuan adat dengan hukum Islam, termasuk 

dalam bidang kewarisan.6 

Penyelesaian pembagian harta waris yang terjadi dimasyarakat Bugis 

jarang sekali sampai kepada tingkat pengadilan. Masyarakat cenderung masih 

menggunakan cara musyawarah keluarga (Tudang Sipulung) dimana dalam 

musyawarah Bugis, pembagian waris diselesaikan bersama anggota keluarga. 

Beberapa fenomena pembagian waris adat Bugis adalah kedudukan anak laki-laki 

dan anak perempuan dalam hal pengalihan harta peninggalan orang tuanya 

mereka mempunyai hak diperlakukan sama untuk menghindari konflik, peranan 

wanita dalam menguasai hak waris pusaka berupa rumah si pewaris dimana 

                                                           
5 Putri Nikita Utami, Sistem Kewarisan Adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo, 

skripsi, (Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021), 3. 
6 Andi Sukmawati Assaad, Saifuddin Zuhri Qudsy, Kesetaraan Gender; Kolaborasi 

Hukum; Pembagian Waris; Masyarakat Adat; Bugis Luwu, (al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata 

Sosial, 2022), 460-461. 



 

 
 

menurut pembagian waris adat suku Bugis harta peninggalan berupa rumah 

merupakan hak dari keturunan perempuan atau anak terakhir pewaris, dan ada 

pula orang tua yang masih hidup membagikan hartanya kepada anaknya yang 

telah menikah.7 

Cara pembagian warisan masyarakat Bugis di Desa Bone Subur, 

Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara juga umumnya masih 

menggunakan sistem waris adat yang disebut ”Ampikale”. Dimana adat ampikale 

tersebut merupakan harta yang disishkan oleh orang tua untuk pembiayaan dirinya 

sendiri di masa tuanya sampai kelak ia meninggal dunia. Yang kemudian jika 

terdapat sisa akan diberikan kepada anak yang merawatnya semasa hidupnya 

sampai ia meninggal. Permasalahan yang bisa saja terjadi dalam pembagian harta 

ini, yaitu perselisihan antara ahli waris dalam pembagiannya yang tidak sama rata 

atau adanya kesenjangan. 

Berdasarkan uraian di atas, timbul suatu pertanyaan yang membuat penulis 

tertarik untuk mempelajari dan membahasnya. Di mana masyarakat Bugis 

merupakan masyarakat Islam akan tetapi dalam hal pembagian harta 

menggunakan tradisi Ampikale. Dengan demikian penulis tertarik untuk 

membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Ampikale 

dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone Subur, Kecamatan 

Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara”. 

 

 

                                                           
7 Hamid, Pananrangi, dkk, Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan 

Daerah Sulawesi selatan, (Jakarta: Depdikbud, 1986), 117. 



 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penulisan Skripsi di  atas, dengan ini peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Ampikale dalam sistem kewarisan 

masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan 

Kabupaten Luwu Utara? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Ampikale 

masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan 

Kabupaten Luwu Utara? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, dapat peneliti ungkapkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui  pelaksanaan tradisi Ampikale dalam sistem kewarisan 

masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan 

Kabupaten Luwu Utara. 

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Ampikale 

masyarakat Bugis di Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan 

Kabupaten Luwu Utara. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penulisan penelitian ini, maka peneliti berharap 

dapat memperluas informasi bagi akademik dalam rangka menambah dan 



 

 
 

meningkatkan khazanah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum 

kewarisan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum 

kewarisan dalam hukum Islam dan adat masyarakat Bugis. 

b. Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai hukum Islam 

terhadap tradisi ampikale yang dilakukan oleh masyarakat Bugis. 

E. Definisi Istilah 

Istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, untuk memudahkan 

dalam memahami judul penelitian perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat 

pada judul penelitian tersebut, yaitu: 

1. Tradisi 

Tradisi atau kebiasaan merupakan suatu kegiatan  yang dilakukan oleh 

sekelompok masyarakat secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Tradisi 

juga merupakan suatu warisan dari nenek moyang dan berkaitan dengan 

keyakinan atau kepercayaan yang memiliki fungsi tertentu. 

2. Ampikale 

Ampikale merupakan tradisi masyarakat Bugis berupa harta sisaan orang 

tua guna sebagai perongkosannya ketika kelak ia meninggal dunia dan akan 

diberikan kepada anak yang telah merawatnya semasa hidupnya sampai ia 

meninggal dunia. 

 

 



 

 
 

3. Tinjauan  

Tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, mengamati, pandangan 

atau pendapat setelah peneliti menyelidiki atau mempelejari suatu kasus yang 

dijadikan sebagai objek penelitian. 

4. Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, 

dan keputusannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi 

keimanan seseorang. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi 

penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. 

5. Kewarisan 

Kewarisan merupakan suatu proses pengalihan harta peninggalan seorang 

pewaris kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis yang 

lainnya, maka penulis me-review skripsi dan jurnal yang pembahasannya hampir 

sama dengan pembahasan yang peneliti ingin teliti, yaitu: 

1. Putri Nikita Utami, Skripsi dengan judul “Sistem Kewarisan Adat Istana 

Kedatuan Luwu di Kota Palopo”. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Sistem 

kekerabatan pada masyarakat adat Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo lebih 

cenderung menggunakan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan 

parental atau bilateral. Proses pengalihan harta waris pada masyarakat adat 

Istana Kedatuan Luwu di Kota Palopo ini menentukan pembagian warisannya 

berupa kedudukan Datu/Raja atau berupa benda pusaka atau bahkan sesuatu 

yang dapat digunakan manfaatnya secara bersama-sama untuk semua ahli 

waris. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti 

yaitu jenis penelitian, fokus penelitian terkait hukum waris adat. Adapun 

perbedaan yang terdapat pada skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu objek penelitian. Skripsi di atas mengkaji terkait sistem 

kewarisan adat istana kedatuan Luwu di kota Palopo, sedangkan pada 

penelitian ini membahas seputar hukum waris adat ampikale masyarakat 

Bugis.8 

                                                           
8 Putri Nikita Utami, Sistem Kewarisan Adat Istana Kedatuan di Kota Palopo, Skripsi, 

(Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021) 



 

 
 

2. Sitti Husnaenah, Tesis dengan judul “Analisis Hukum Putusan Pengadilan 

Agama Palopo dalam Kasus Ahli Waris Pengganti”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan: Di lingkungan Pengadilan Agama Palopo penerapan penggantian 

ahli waris baru dimulai sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. 

Kompilasi Hukum Islam memberikan kontribusi yang sangat besar dalam 

penggantian tempat ahli waris. Serta dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam 

memberikan keluasan kepada hakim untuk menilai dan mempertimbangkan 

apakah terhadap suatu kasus yang diajukan dapat diterapkan ketentuan itu atau 

tidak. Adapun perbedaannya yaitu Skripsi di atas mengkaji terkait penggantian 

ahli waris sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas mengenai adat 

ampikale masyarakat Bugis ditinjau dari hukum waris Islam.9 

3. Nurul Adliyah, Jurnal dengan judul “Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta 

Peninggalan Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 

Wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa wasiat dalam hukum Islam bukan semata tentang 

keinginan terakhir seseorang, melainkan salah satu perintah agama yang harus 

dijalankan, merupakan suatu upaya mensejahterakan umat/sesama dalam hal 

pemberian hak kepemilikan tergadap suatu harta peninggalan dan merupakan 

solusi dari permasalahan pembagian harta peninggalan. Persamaan jurnal di 

atas dengan penelitian yang di kaji peneliti yaitu jenis penelitian dan 

                                                           
9 Siti Husnaenah, Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Kasus Ahli 

Waris Pengganti, Tesis, (Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019) 



 

 
 

penyelesaian studi menurut hukum waris Islam. Perbedaannya yaitu 

sistematika penulisan pada jurnal dan penelitian tersebut.10 

4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, Buku dengan judul “Dinamika 

Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa” dalam buku ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan 

di tengah masyarakat muslim di Kabupaten Gowa, terbagi dua yakni yang 

melaksanakan sesuai dengan hukum kewarisan adat dan yang melaksanakan 

hukum kewarisan Islam. Penyebabnya adalah berlakunya pluralisme hukum 

khususnya hukum adat dan hukum Islam sehingga dalam pemberlakuannya 

atau pelaksanaannya saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, 

sehingga banyak terjadi sengketa kewarisan. Aspek persamaannya yaitu sama-

sama membahas mengenai waris Islam dan waris adat. Sedangkan aspek 

perbedaannya yaitu pada buku ini membahas mengenai waris adat Gowa 

sedangkan pada skripsi peneliti membahas mengenai waris adat masyarakat 

Bugis.11 

5. Muhammad Ichsan, Disertasi dengan judul “Hukum Kewarisan Tirkah 

Syubha<t dan Relevansinya dengan Asas Ijabri< Perspektif Empat Mazhab”. 

Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil kesimpulan dari 

penelitian ini adalah esesnsi tirkah syubat adalah segala sesuatu yang menjadi 

milik seseorang pada masa hidupnya dan menjadi peninggalannya setelah ia 

meninggal dunia yang status peninggalan tersebut tidak jelas atau samar-samar. 

                                                           
10 Nurul Adliyah, Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum 

Islam, Jurnal, (Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2016) 
11 Andi Sukmawati Assaad, Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat Gowa, (Jawa 

Tengah: Eureka Media Aksara, 2020) 



 

 
 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

metode penelitian yang sama serta secara umum membahas tentang harta 

peninggalan, perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas hukum 

kewarisan menurut perspektif empat mazhab sedangkan penelitian yang 

dilakukan peneliti membahas mengenai tradisi masyarakat Bugis dalam sistem 

kewarisan.12 

B. Tradisi Ampikale 

1. Hukum Kewarisan Bugis Pada Umumnya 

Umumnya masyarakat suku Bugis menganut sistem kekerabatan dan 

kewarisan parental /bilateral. Ini dapat dibuktikan dari bentuk pewarisannya yang 

dapat mewaris dari kedua belah pihak baik dari tidak adanya perbedaan antara 

laki-laki maupun perempuan. Pembagian kewarisan menurut adat Bugis 

didasarkan pada rasa keadilan menurut pandangan pewaris atau pemilik harta. 

Pewaris memiliki hak mutlak dalam hal penentuan pembagian warisannya dan hal 

tersebut pada dasarnya tidak boleh ditentang oleh ahli warisnya karena harta 

tersebut merupakan hasil keringat dan jerih payah orang tua sendiri. Peralihan 

harta yang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia. Peralihan ini seringkali 

dimaksudkan sebagai awal dari suatu pewarisan yang akan terjadi kemudian. Ada 

juga kemungkinan peralihan harta ini dimaksudkan menyimpang dari adat 

kebiasaan yang berlaku di masyarakat luar, akan tetapi hal ini masih merupakan 

                                                           
12 Muhammad Ichsan, Hukum Kewarisan Tirkah Syubat dan Relevansinya dengan Asas 

Ijabri Perspektif Empat Mazhab, Disertasi, (Program Pasca Sarjana S3, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, 2019). 



 

 
 

hal wajar dalam adat kebiasaan masyarakat Bugis.13 Adapun jenis-jenis peralihan 

harta waris dalam masyarakat Bugis, peneliti jabarkan sebagai berikut: 

a. Wasiat atau Paseng 

Berbicara mengenai wasiat ini, dalam masyarakat Bugis dikenal dalam 

berbagai bentuk. Berkaitan dengan kewarisan wasiat ini sering diistilahkan 

sebagai paseng atau pappaseng (Pesan). Paseng ini bisa diartikan sebagai 

pernyataan kehendak dari pewaris mengenai tata cara pembagian hartanya dan 

pihak mana yang berhak menerimanya (umumnya adalah ahli warisya sendiri). 

Paseng ini dapat dikatakan sebagai awal dari suatu pewarisan. Besaran harta yang 

menjadi wasiat itu tidak ada ketentuan, harta yang menjadi paseng itu tergantung 

dari si pemberi paseng.14 

Melihat dalam penerapannya, paseng ini dapat dikategorikan dalam dua 

bentuk yaitu pertama paseng yang mengalihkan penguasaan dan pengelolaan atas 

harta dan kedua paseng yang hanya berupa bagian yang akan diterima sebagai 

mana’ (harta warisan). Paseng yang pertama hakikatnya telah mengalihkan 

kepemilikan harta kepada penerima paseng walaupun berlakunya terjadi setelah si 

pemberi paseng meninggal dunia. Paseng ini memberikan hak kepada 

penerimanya untuk mengelola dan menikmati hasil dari paseng yang diterimanya. 

Walaupun begitu si pemberi paseng tetap bisa menikmati hasil dari paseng yang 

diterimanya. Jadi kesimpulannya paseng seperti dikatakan bage maddiolo 

                                                           
13 Ibnu Qoyim, Adat dan Agama dalam Perkawinan dan Kewarisan Pada Masyarakat 

Bugis, (Jakarta: PMB LIPI), 117. 
14 Ibnu Qoyim, Adat dan Agama dalam Perkawinan dan Kewarisan Pada Masyarakat 

Bugis, (Jakarta: PMB LIPI), 90. 



 

 
 

(pembagian yang dilakukan lebih dahulu sebelum pewaris meninggaal dunia) 

karena harta sudah dapat dinikmati oleh ahli warisnya. 

Berkaitan dengan bentuk wasiat yang kedua, harta masih belum terbagi 

dan tetap berada di bawah penguasaan pemilik harta/orang tua. Disini hanya 

terjadi penegasan mengenai harta mana yang akan menjadi bagian warisan yang 

diterima oleh ahli waris. Sebagai contoh orang tua menegaskan bahwa rumah 

yang ia tempati akan menjadi milik dari anak laki-lakinya setelah ia meninggal. 

Umumnya paseng ini dilakukan terhadap seluruh harta kepada seluruh ahli waris 

dengan menyisihkan suatu ampikale sebagai jaminan untuk si pemilik harta.15 

b. Hibah atau Pabbere 

Mengenai hibah yang dibicarakan disini adalah hibah yang berkaitan 

dengan pewarisan. Hibah dalam adat Bugis dikenal sebagai kata pabbere. Pabbere 

ini memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada mana’ (warisan). Pabbere dalam 

tradisi Bugis sering dilakukan pewaris kepada anak-anaknya ketika anaknya 

tersebut akan membentuk keluarga baru melalui pernikahan. Pabbere ini 

merupakan bekal kepada anak dalam menafkahi keluarga barunya itu. 

Sama dengan paseng diatas, pabbere ini juga bisa dilakukan terhadap 

semua harta kepada semua ahli waris atau hanya pabbere terhadap sebagian harta 

tertentu kepada ahli waris tertentu juga. Pabbere terhadap sebagian harta tertentu 

kepada ahli waris tertentu ada yang diperhitungkan kemudian sebagai mana’ 

ketika pewaris meninggal dunia dan ada juga yang memang murni sebagai 

pabbere yang tidak ada kaitannya dengan mana’. Perbedaan paseng dengan 

                                                           
15 Wawancara terhadap Haruna Saleh, Imam Mesjid Dusun Bone Subur, Pada Tanggal 4 

April 2023 



 

 
 

pabbere yaitu walaupun paseng sudah bisa dikuasai dan dikelolah oleh pihak 

yang menerimanya tapi belum bisa untuk dipindah tangankan sebelum pemberi 

wasiat meninggal, sedang untuk pabbere kepemilikan telah berlaku pada saat 

pabbere itu terjadi atau diberikan tanpa harus menunggu terjadinya kematian bagi 

si pemberi pabbere.16 

2. Pengertian Tradisi Ampikale 

Ampikale hakikatnya merupakan suatu ade’ (tradisi/kebiasaan/aturan 

hukum) yang hidup dalam masyarakat Bugis khusunya dalam hal yang berkaitan 

dengan kewarisan. Secara etimologis, ampikale ini terbagi dalam dua suku kata 

yaitu ampi dan kale. Menurut bapak Haruna Saleh ampi ini merupakan 

kependekan dari kata pakkampi yang mana arti pakkampi itu sendiri sebagai 

pengembala. Contohnya orang yang menjaga ternaknya. Sedangkan kale atau ale 

dapat diartikan sebagai diri sendiri, jadi jika digabungkan akan menjadi pakkampi 

ale yang diartikan sebagai penjaga diri yang berupa harta yang disisakan untuk 

kepentingan masa tuanya sendiri dan biaya setelah ia meninggal.17 

Selain itu, bapak Ismaila menyatakan bahwa ampikale itu merupakan 

mana’ (harta) yang diberikan orang tua kepada dirinya sendiri sebagai jaminan 

masa tua untuk biaya hidup, biaya berobat jika sewaktu-waktu ia jatuh sakit, dan 

biaya lainnya yang dikeluarkan sampai ia meninggal dunia.18 

Adapun syarat umum kewarisan tradisi ampikale sebagai berikut: 

                                                           
16 Wawancara terhadap Ismaila, Tokoh Agama/Imam Desa Bone Subur, Pada Tanggal 5 

April 2023 
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a. Ahli waris atau orang yang paling berjasa dalam merawat orang tua hingga ia 

meninggal dunia 

b. Adanya harta peninggalan yang menjadi ampikale19 

C. Kewarisan Hukum Adat 

1. Pengertian Hukum Waris Adat 

Hukum waris adat merupakan hukum waris yang memuat tentang harta 

warisan, siapa pewaris dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan (hak 

maupun kewajiban) dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat 

adalah suatu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi 

norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materil maupun immaterial, 

yang mana dari seseorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta 

sekaligus mengatur tata cara dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud. 

Hukum waris adat yang berdiri diatas prinsip yang timbul dari aliran-aliran 

pikiran komunal dan kongkrit dari bangsa Indonesia.20 

Peraturan-peraturan hukum kewarisan adat tidak seragam atau berbeda-

beda disebabkan dengan adanya sistem hukum kewarisan yang berbeda dari 

daerah  ke daerah dikarenakan adanya pengaruh perubahan sosial, pengaruh dari 

hukum Barat dan hukum Islam. Sistem kewarisan adat dalam suatu daerah 

masyarakat tertentu mempunyai peraturan tersendiri. Hukum kewarisan adat di 

Indonesia mengenal antara lingkungan hukum adat yang satu dengan lingkungan 

adat yang lainnya sesuai dengan corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat 

yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunanya, matrilineal, 
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parental, atau bilateral, walaupun bentuk kekerabatan yang sama belum tentu 

berlaku sistem kewarisan yang sama.21 

2. Sistem Kewarisan Hukum Adat 

Terdapat tiga sistem kewarisan adat, yaitu: 

a. Sistem Kewarisan Individual 

Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan dimana para ahli 

waris mewarisi secara perorangan. Harta waris ini dibagikan kepada ahli waris. 

sistem ini lazim dikalangan Jawa, Batak, Sulawesi, dan lainnya. Sistem ini banyak 

berlaku dikalangan masyarakat parental, atau yang sering disebut sistem 

kekerabatan.22 

b. Sistem Kewarisan Kolektif 

Sistem kewarisan kolektif di mana para ahli secara kolektif (bersama-

sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya 

kepada masing-masing ahli waris, seperti halnya Minangkabau. Menurut 

kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan 

secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau 

mengelolah dan menikmati hasilnya.23 

c. Sistem Kewarisan Mayorat 

Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah sistem pewarisan kolektif, 

hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi itu 

dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pimpinan rumah tangga 
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22 M. Rasyid Airman, Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1988), 9. 
23 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 2002), 260. 



 

 
 

atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala 

keluarga. 

Sistem kewarisan mayorat terdiri dari dua macam dikarenakan perbedaan 

sistem keturunan yang dianut, yaitu: 

1) Mayorat anak laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris 

meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli 

waris tunggal, seperti di Lampung. 

2) Mayorat anak perempuan, apabila anak perempuan tertua pada saat 

pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di 

tanah Semendo.24 

Waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, 

sistem tersebut dibedakan sebagai berikut: 

1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang berhak mendapatkan 

waris adalah anak laki-laki. Tetapi dalam pembagian waris ini jika ahli 

warisnya adalah anak perempuan maka, harta yang di dapat anak laki-laki 

tersebut akan diberikan kepada saudaranya dan pihak perempuan hanya akan 

mendapat sedikit. Contohnya pada masyarakat Batak dan Bali. 

2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis 

keturunan keatas melalui ibu, ibu dari ibu, terus keatas sehingga dijumpai 

seorang perempuan sebagai moyangnya. Di dalam sistem kekeluargaan ini 

pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi 

ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka 
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merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih anggota 

keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat Minangkabau. 

3) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik 

garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua baik dari garis keturunan ayah 

maupun garis ibu. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan 

dalam hukum waris sama dan setara. Yang berarti anak laki-laki maupun anak 

perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.25  

3. Asas-Asas Kewarisan Adat 

Hukum waris adat sebagaimana hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan 

diamalkan sesuai dengan falsafah hidup pancasila. Hukum waris adat bangsa 

Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak 

dalam pewarisan, tetapi terdapat juga asas-asas hukum yang terdiri dari: 

a. Asas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan Pengendalian Diri 

Asas ini bertujuan untuk memberi kesadaran bagi para ahli waris bahwa 

rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki 

merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. 

Mewujudkan ridha Tuhan, apabila seseoraang meninggal dan meninggalkan harta 

warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk 

membagi harta warisannya, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta 

warisan.26 
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b. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak 

Praktiknya, pelaksanaan hukum waris menekankan pembagian atau cara 

penentuan warisan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keperluannya, 

tidak selalu pembagian warisan harus dibagi  rata begitupun ketika keputusan 

tidak membagikan apapun karena kebutuhan untuk kebersamaan sepanjang 

masa.27 

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan 

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan 

untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam 

menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam 

menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi. Asas kekeluargaan mendorong 

setiap pewaris dan waris untuk selalu menjaga kerukunan, sehingga tidak heran 

hukum waris adat selalu dekat konflik perpecahan karena meninggalkan asas 

dalam menjalankan hukum waris adat.28 

d. Asas Musyawarah dan Mufakat 

Musyawarah dan mufakat dalam asas kewarisan adat maksudnya adalah 

para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang 

tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak 

terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang terbagi.29 

e. Asas Keadilan dan Parimirma 

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, 

sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai 
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ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan 

harta sebagai anggota keluarga pewaris. Asas keadilan dalam hukum waris adat 

sangat erat dengan pertalian keluarga yang harus hidup dalam hubungan yang 

cinta kasih. Asas parimirma ini akan menghasilkan rasa keadilan bagi anggota 

besar yang mengikat diri pada hukum waris adat dari generasi ke generasi.30 

D. Kewarisan Hukum Islam 

1. Pengertian Kewarisan Islam 

Secara etimologi mawaris adalah bentuk jamak dari kata mirats, yang 

merupakan masdar dari kata: warisa – yarisu – irsan – mirasan. Maka menurut 

bahasa artinya harta warisan atau peninggalan mayit. Sedangkan secara 

terminologi merupakan hukum kewarisan Islam yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan.31 Dari pengertian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat 

hukum dari kematian seseorang, yang berwujud perpindahan kekayaan seorang 

yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain yang merupakan ahli 

warisnya.32 

Berbicara mengenai syari’at Islam, tidak ada hukum yang dituangkan 

secara terperinci dengan keterangan yang sangat jelas di dalam al-Quran seperti 

halnya hukum kewarisan ini. Perhatian Islam sangat besar terhadap masalah 

kewarisan dikarenakan proses pemilikan harta dalam kehidupan kaum muslimin 

sangat penting, sebab harta benda merupakan suatu urat bagi kehidupan setiap 
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pribadi manusia maupun kelompok masyarakat. Dengan adanya harta yang 

dimiliki, manusia dapat hidup dengan baik.33 

2. Dasar Hukum Waris 

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam 

Al-Qur’an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal 

orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan 

meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan 

pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan 

dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang 

memahami dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan 

dalam Al-Qur’an maupun hadis tersebut dengan baik.  

Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaiatan dengan masalah kewarisan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dapat dijumpai pada beberapa surah dan 

ayat sebagai berikut: 

a. An-Nisa [4] ayat 7 

ِّجَالِِّ ِّلر 
ِّمِ ِل  يبِٞم  ِنصَِّ ِترََكَ انِِّا َ َٰلِِّ قۡرَبُونَِوَِِٱلۡوَ

َ
ِِٱلۡۡ ِترََكَ ا ِّم  يبِٞم  ِنصَِّ ِّسَاءِّٓ ِّلن  انِِّوَل َ َٰلِِّ قۡرَبوُنَِوَِِٱلۡوَ

َ
اِِٱلۡۡ مِّم 

فۡرُوضٗاِ يبٗاِم  نصَِّ َِۚ وِۡكَثَُ
َ
ِمِّنۡهُِأ  ٧ِقلَ 

Terjemahnya: 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua 

dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan”.34 
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Ayat di atas menyatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki 

bagian masing-masing atau memiliki hak dari harta peninggalan yang 

ditinggalkan keluarganya dan telah diatur oleh Allah Yang Maha Kuasa. Ayat ini 

juga sebagai penekanan bahwa laki-laki yang sudah dewasa atau masih anak-anak 

ada hak berupa bagian tertentu yang diatur oleh Allah, begitupun bagi perempuan 

yang dewasa atau anak-anak ada hak berupa bagian tertentu, karena pada masa 

sebelumnya perempuan tidaklah mendapat harta warisan dengan alas an mereka 

tidak ikut berperang.35 

Kata rijali yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti laki-

laki dan kata nisa’i yang diterjemahkan perempuan, dan adapula yang memahami 

dengan perempuan yang mencakup dewasa dan anak-anak. Pendapat yang lebih 

tepat ialah pendapat yang kedua karena dihubungkan dengan sebab turunnya ayat 

tersebut. Sebab turunnya ayat ini ialah berkenaan dengan seorang wanita bernama 

Ummu Kuhlah yang memiliki dua orang anak perempuan. Ia mengadu kepada 

Nabi Muhammad bahwasanya suaminya yang bernama Aus bin Tsabit telah gugur 

dalam perang Uhud, kemudian harta peninggalannya telah diambil semuanya oleh 

paman dari kedua anak terebut dan tidak menyisahkan sedikitpun untuk mereka. 

Nabi Muhammad pun menyuruhnya untukmenunggu, lalu turunlah surat an-Nisa 

ayat 7. 

Pembagian tersebut merupakan pembagian yang tidak dapat diubah 

ataupun ditolak keberadaannya, karena bersumber dari Allah. Berdasarkan surat 

an-Nisa ayat 7 yang didalamnya terdapat kata mafruda yang berasal dari kata 
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faradha yakni bermakna wajib yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, 

dalam hal ini ialah Allah. Dengan demikian hak warisan yang ditentukan itu 

bersumber dari Allah, maka tidak ada alasan untuk menolak atau mengubahnya. 

Surat an-Nisa ayat ketujuh ini menjadi semacam pendahuluan bagi ketentuan 

warisan dan hak-hak setiap orang yang akan dijelaskan oleh ayat berikutnya.
36

 

b. An-Nisa [4] ayat 11 

ِفلََِ ِّسَاءِٓٗفوَۡقَِٱثنۡتََيِّۡ ِن فإَِّنِكُن  ِِۚ نثيََيِّۡ
ُ
ِٱلۡۡ ِّ كَرِِّمِّثۡلُِحَظ  ِّلذ  ل كُمِۡۖۡ وۡلََٰدِّ

َ
ِٓأ ِفِِّ ُ يكُمُِٱللَّ  ِثلُثَُاِمَاِترََكَِۖۡيوُصِّ هُن 

اِترََكَِإِّنِكََنَِلََُۥِ دُسُِمِّم  ِّنۡهُمَاِٱلسُّ دِٖم  ِوََٰحِّ ِّ
لِّكُ  بوََيۡهِِّ

َ
ِّصۡفَُِۚوَلِّۡ دَةِٗفلَهََاِٱل  فإَِّنِل مِۡوَإِنِكََنتَِۡوََٰحِّ َِۚ وَلَِٞ

ِٓۥ ِفإَِّنِكََنَِلََُ ِّهِِّٱلثُّلثَُُۚ م 
ُ بوََاهُِفلَِِّ

َ
ِأ ٓۥ ِوَوَرِّثهَُ ُۥِوَلَِٞ

ِِيكَُنِلَ  ي ةِٖيوُصِِّ ِوصَِّ ِمِّنِۢبَعۡدِّ دُسَُۚ ِّهِِّٱلسُّ م 
ُ إِّخۡوَةِٞفلَِِّ

ِِِّۗ ِّنَِٱللَّ  فَرِّيضَةِٗم  َِۚ ِنَفۡعٗا قۡرَبُِلكَُمۡ
َ
ِأ هُمۡ يُّ

َ
بۡنَاؤٓكُُمِۡلََِتدَۡرُونَِأ

َ
ِوَأ ِءَاباَؤٓكُُمۡ ٍۗ ِدَينۡ  وۡ

َ
ِٓأ ِّهَا ِكََنَِب َ ِٱللَّ  إِّن 

 عَلِّيمًاِحَكِّيمٗاِِ
Terjemahnya: 

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anakitu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (abak 

perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta 

yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) 

mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan 

dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut 

diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah 

dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 

tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya 

bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 

Maha bijaksana”.37 
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Jabir bin ‘Abdullah berkata, “Istri Sa’d bin ar-Rabi bersama kedua 

putrinya menghadap Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Ia berkata, ‘Wahai 

Rasulullah, mereka adalah putri-putri Sa’d bin ar-Rabi. Ayah mereka telah mati 

syahid dalam perang uhud bersamamu. Paman mereka mengambil semua harta 

warisan mereka dan tidak menyisakan sedikit pun, padahal mereka tidak bisa 

dinikahkan bila tidak ada harta. Beliau berkata, ‘Allah akan memberi putusan 

terkait persoalan ini,’. Lalu turunlah beberapa ayat tentang waris. rasulullah lalu 

mengutus seseorang untuk menemui paman mereka dan menyampaikan 

kepadanya pesan yang berbunyi, ‘Berikanlah kepada kedua putri Sa’d dua pertiga 

dari warisan Sa’d, ibunya seperdelapan, dan sisanya untukmu.”.38 

Isi kandungan ayat diatas menjelaskan tentang kadar bagian harta warisan, 

baik bagian untuk ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian untuk 

anak laki-laki 2 kali bagian dari anak perempuan, apabila anak perempuan 

seorang dapat bagian ½ dan apabila lebih dari satu orang maka dapat 2/3 bagian. 

Bagian untuk bapak dan ibu sama-sama mendapat 1/6 bagian. Harta warisan 

dibagi setelah si mayyit terlunasi semuanya.39 

c. An-Nisa [4] ayat 12 

ِمِّمِ  بُعُ ِٱلرُّ ِفلََكُمُ ِوَلَِٞ ِلهَُن  َِۚفإَِّنِكََنَ ِوَلَِٞ هُن 
ِيكَُنِل  ِإِّنِل مۡ زۡوََٰجُكُمۡ

َ
ِأ ِترََكَ ِّصۡفُِمَا ِن اِ۞وَلكَُمۡ

اِترََكۡتُمِۡإِّنِل مِۡيكَُنِل كُمِۡوَِ بُعُِمِّم  ِٱلرُّ ِوَلهَُن  وِۡدَينِٖۡۚ
َ
ِّهَآِأ يَِب ِيوُصِّ ي ةٖ ِوَصِّ َِۚترََكۡنََِۚمِّنِۢبَعۡدِّ فإَِّنِكََنَِِلَِٞ

وِۡدَينٍِٖۡۗوَإِنِكََنَِرجَُلِٞيُِ
َ
ِّهَآِأ ِتوُصُونَِب ي ةٖ ِوَصِّ ِّنِۢبَعۡدِّ ِم  اِترََكۡتُمِۚ ِٱلثُّمُنُِمِّم  ِفلَهَُن  ورثَُِكَلََٰلةًَِلَكُمِۡوَلَِٞ
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كِۡ
َ
ِْأ ِفإَِّنِكََنوُٓا دُسَُۚ ِٱلسُّ ِّنۡهُمَا ِم  دٖ ِوََٰحِّ ِّ

ِّكُ  خۡتِٞفلَ
ُ
ِأ وۡ
َ
ِأ خٌ

َ
ِأ ٓۥ ِٞوَلََُ ة

َ
ِٱمۡرَأ وِّ

َ
ِأ ِفِِّ كََءُٓ ِشَُُ ِّكَِفَهُمۡ َٰل ِمِّنِذَ ثََ

ِعَلِّيمٌِحَلِِّ ُ وَٱللَّ  ِِِّۗ ِّنَِٱللَّ  ي ةِٗم  وَصِّ َِۚ ٖ ِمُضَارٓ  ِغَيَۡۡ وِۡدَينۡ 
َ
ِّهَآِأ ِب ي ةِٖيوُصََِٰ ِوَصِّ ِمِّنِۢبَعۡدِّ ِۚ  يمِِٞٱلثُّلثُِّ

Terjemahnya: 

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu 

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 

setelah dibayar hutangnya. Para istri, memperoleh seperempat harta 

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 

dipenuhi wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar hutang-

hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang 

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 

perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis 

saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih 

dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah 

dipenuhi wasiat yang dibuatolehnya atau sesudah dibayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari 

allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.40 

 

Penjelasan ayat warisan tersebut mengenai pembagian warisan bagi ahli 

waris dari segi pernikahan, di antaranya  suami dan istri. Ayat ini disimpan setelah 

ayat yang menjelaskan bagian anak, ibu dan bapak yang lemah dibandingkan 

faktor keturunan. Allah menyebutkan hak warisan bagi suami istri, saudara, dan 

kalalah. Kalalah ialah keadaan seseorang yang meninggal dengan tidak memiliki 

keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi kalian para suami, setengah 

dari harta kalian atau dari suami yang lain, maka bagi kalian seperempat dari harta 

yang mereka tinggalkan. Jika mereka memiliki anak dari kalian atau dari suami 

yang lain, maka bagi kalian seperempat dari harta yang mereka tinggalkan. Bagian 

ini dihitung setelah pembayaran hutang dan pelaksaan wasiat yang sesuai syariat 
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yang mereka tinggalkan. Bagi para istri, seperempat dari harta yang ditinggalkan 

suami jika mereka tidak memiliki anak; namun jika mereka memiliki anak maka 

bagi istrinya baik itu suami memiliki satu atau lebih istri maka bagian mereka 

adalah seperdelapan. Jika seorang laki-laki atau perempuan meninggal tanpa 

meninggalkan anak atau orang tua, sedangkan ia memiliki saudara atau saudari 

seibu, maka saudara atau saudari ini mendapatkan seperenam.41  

d. An-Nisa [4] ayat 176 

خۡتِٞفلَهََاِ
ُ
ِأ ٓۥ ِوَلََُ ِٱمۡرُؤٌاِْهَلَكَِليَسَِۡلََُۥِوَلَِٞ ِإِّنِّ ِۚ ِٱلۡكَلََٰلةَِّ ِيُفۡتِّيكُمِۡفِِّ ُ ِٱللَّ  نِّصۡفُِمَاِيسَۡتَفۡتُونكََِقلُِّ
اِترََكََِۚ ِمِّم  ِفلَهَُمَاِٱلثُّلثَُانِّ فإَِّنِكََنَتَاِٱثنۡتََيِّۡ َِۚ هَاِوَلَِٞ

وهَُوَِيرَِّثُهَآِإِّنِل مِۡيكَُنِل  ِّجَالَِِٗترََكََِۚ وَإِنِكََنوُٓاِْإِّخۡوَةِٗر 
ِۢ ِعَلِّيمُ ء  ِشََۡ ِّ

ِّكُل  ِب ُ ِوَٱللَّ  ِْۗ لُّوا نِتضَِّ
َ
ِلكَُمِۡأ ُ ِٱللَّ  ُ ِّ يبُيَ  ٍِۗ نثيََيِّۡ

ُ
ِٱلۡۡ ِّ كَرِِّمِّثۡلُِحَظ  ِّسَاءِٓٗفلَِّلذ   ِِوَن

Terjemahnya: 

“ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: 

“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang 

mati dan dia tidak mempunyai anaktetapi mempunyai audara 

perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari 

harta yang ditinggalkanny, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi 

(seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. 

Tetapi jika saudara itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 

saudara-saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara 

laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah 

menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu”.42 

  

Penjelasan ayat tersebut mengenai orang-orang bertanya kepada 

Rasullullah Saw. tentang hukum warisan dari kalalah, yaitu orang yang 

meninggal tanpa meninggalkan seorang anak atau ayah akan tetapi dia memiliki 

saudari sekandung atau saudari seibu. Isi kandungan ayat ini adalah jika seseorang 
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mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudaara perempuan maka 

bagiannya ½ harta yang ditinggalkan untuk saudara perempuannya. Saudara laki-

lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuannya, jika ia tidak mempunyai 

anak.43 

Selain sumber hukum kewarisan al-Quran, ada juga sumber atau dasar 

hukum kedua adalah hadits Rasulullah Saw. Hal ini sesuai dengan sabdanya: 

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan 

kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus 

dari ayahnya dari Ibnu’ Abbas radiallahu ‘anhuma, dari Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “berikanlah bagian fara’idh 

(warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian 

yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat nasabnya)”. (H.R. 

Imam Bukhari).44 

Ibnu Rajab rahimatullah berkata, “Hadits ini mencakup segala hukum 

waris dan sudah terhimpun didalamnya.” Para ulama berbeda pendapat mengenai 

makna hadits “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya”, ada ulama yang 

berpendapat makna dari al-faraidh adalah ashabul furudh yang sudah diterapkan 

dalam al-Quran. Apa saja yang sisa setelah ashabul furudh diberi, maka 

didahulukan laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Yang dimaksud al-awla 
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dalam hadits adalah al-aqrab, yang lebih dekat. Laki-laki yang paling dekat, 

itulah ashabah yang paling dekat. Maka sisanya yang mendapatkan jatah 

ashabah.45  

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam 

Persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan 

sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam 

hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu 

harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa 

digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan 

terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang 

mewarisi.46 

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan, ada 

tiga syarat. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian 

yang berdiri sendiri. Dalam hal ini ada tiga syarat yang telah disepakati oleh 

ulama, tiga syarat tersebut adalah: 

a. Meninggalnya pewaris, yaitu meninggal baik secara hakiki ataupun secara 

hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli 

warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim 

terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, 

orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga 

hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus 

diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih 
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hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. 

Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah 

ia meninggal.47 

b. Adanya ahli waris yang hidup, maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari 

pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, 

sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.48 

c. Diketahui posisi ahli waris, maksudnya dalam hal ini posisi ahli waris 

hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan 

sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang 

harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris 

perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang 

diterima.49 

Berpijak pada pengertian di atas, maka syarat waris ada tiga. Jika 

ketiganya ada, maka pewarisan dapat dilangsungkan. Namun apabila salah satu 

dari ketiga syarat tersebut tidak ada, maka pewarisan pun tidak dapat 

berlangsung.50 

Rukun-rukun tersebut adalah: 

a. Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang 

mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah 
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meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut dibedakan menjadi 3 macam 

yaitu: 

1) Mati hakiki (mati sejati), yaitu kematian seseorang yang yang diyakini tanpa 

membutuhkan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang 

banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti nyata. 

2) Mati hukmy (mati menurut hakim atau yuridis), adalah kematian yang secara 

yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakanlah telah meninggal 

dunia. Hal ini terjadi seperti kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-

mafqud) tanpa diketahui di mana  dan bagaimana keadaannya. Setelah 

dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut 

dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu putusan hakim, maka ia 

mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.51 

3) Mati takdiri (mati menurut dugaan), yaitu anggapan atau perkiraan bahwa 

seseorang yang meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut 

berperang kemedan perang, atau tujuan yang secara lahiriyah diduga dapat 

mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata orang 

tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.52 

b. Warits (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan 

kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau 

hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sayaha. Syaratnya 
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adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan 

hidup.53 

c. Mauruts atau Tirkah dalam bahasa Arab artinya harta peninggalan. Jadi tirkah 

adalah harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Harta peninggalan 

pewaris baru bisa dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi zakat atas 

harta warisan, biaya pengurusan jenazah, hutang piutang, dan pelaksanaan 

wasiat pewaris.54 

4.  Sebab-Sebab Mewarisi 

Ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang 

dengan orang lain saling mewarisi, adapun sebab-sebab untuk dapat saling 

mewarisi ada tiga, yaitu: 

a. Karena Hubungan Pertalian Darah (Al-qarabah) 

Ajaran Islam mengatur bahwa hubungan kekerabatan melalui pertalian 

darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling waris 

mewarisi. Hubungan kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dan ahli 

waris yang disebabkan oleh kelahiran. Hukum kekeluargaan dibagi dua, yaitu 

kekeluargaan yang sebenarnya (haqiqi) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat 

hukmi (yang kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak).55 

Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dilihat dalam tiga bentuk. 

Bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas, atau kekerabatan dalam 

garis lurus ke bawah serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan 
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lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek, atau nenek dari pihak ayah atau 

ibu,paman atau bibi dari pihak ayah atau ibu. Kekerabatan garis lurus ke bawah 

yaitu anak, cucu, dan seterusnya kebawah. Sedangkan kekerabatan garis 

menyamping adalah saudara sekandung, seayah, saudara seibu dan 

keturunannya.56 

b. Karena Ikatan Perkawinan Yang Sah (Al-mushaharah) 

Hak kewarisan tidak hanya berlaku pada hubungan kekerabatan tetapi 

pada hubungan perkawinan. Perkawinan menyebabkan suami menjadi ahli waris 

istri dan istri juga menjadi ahli waris suami. Hubungan perkawinan yang dapat 

saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan pada dua syarat, yaitu: 

1) Perkawinan Yang Sah 

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah di langsungkan 

dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum 

agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan 

yang berlaku. 

2) Perkawinan Yang Masih Utuh 

Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi 

suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercerai.57 

c. Karena Sebab Memerdekakan Budak atau Hamba Sahaya (Al-wala’) 

Hubungan al-wala’ adalah hubungan yang disebabkan oleh hukum. Orang 

yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan jati diri seseorang sebagai 
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manusia. Allah telah memberikan hak mewarisi terhadap budak yang merdeka. 

Kondisi tersebut terjadi apabila budak tidak memiliki ahli waris dari jalur 

hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.58 

5. Sebab-Sebab Terhalang Mawaris 

Terhalang menerima warisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat 

mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat 

mewarisi, namun karena sesuatu hal sehingga tidak mendapatkan hak waris. Hal-

hal yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan hak warisnya adalah sebagai 

berikut.59 

a. Berbeda Iman 

Berlainan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan 

sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw. yang telah disebutkan bahwa seorang 

muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim 

tidak menerima warisan dari seorang muslim.60 

b. Pembunuhan 

Pembunuhan yang dimaksud adalah seseorang ahli waris yang membunuh 

pewaris. Ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk mewaris harta 

warisan pewaris. Tindakan pembunuhan dapat terjadi dalam beberapa keadaan, 
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yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan 

karena tersalah/tidak sengaja.61 

6. Ahli Waris dalam Islam dan Bagiannya 

Ahli waris ialah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. 

Namun tidak semua orang ahli waris mendapat harta warisan, akan tetapi sangat 

dipengaruhi dan ditentukan oleh keutamaan atau kekerabatan terdekat. 

Maksudnya ahli waris dekat akan mengahalangi ahli waris yang jauh dari 

hubungan kekerabatan dengan pewaris.62 

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dibedakan kedalam 

3 golongan, yaitu: 

a. Dzawil Furudh/Shahibul Furudh 

Ahli waris yang saham atau bagiannya telah ditentukan secara pasti, dan 

bagiannya tersebut telah ditegaskan di dalam Al-Qur’an dan hadis Rasul saw., 

seperti ketentuan QS. An-Nisa [4] : 11 dan 12, yaitu: 

1) Anak perempuan apabila satu orang maka ia mendapat 1 2⁄  bagian; 

2) Anak perempuan apabila dua orang atau lebih maka mereka mendapat 2
3⁄  

bagian; 

3) Ibu mendapat 1
6⁄  bagian jika pewaris meninggalkan anak atau beberapa 

saudara perempuan atau meninggalkan beberapa orang saudara perempuan 

dan mendapat 1 3 ⁄ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak; 

                                                           
61 M Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), 46. 
62 Andi Sukmawati Assaad, Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa, 

(Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), 20. 



 

 
 

4) Ayah mendapat 1 6⁄  jika pewaris meninggalkan anak; 

5) Suami mendapat 1
2⁄  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 

mendapat 1 4 ⁄ bagian jika pewaris meninggalkan anak; 

6) Istri mendapat 1
4⁄  bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan 

mendapat 1 8⁄  jika pewaris meninggalkan anak.63 

b. Ashabah 

Ashabah adalah ahli waris yang saham atau bagiannya tidak ditentukan 

secara pasti dalam nash Al-Qur’an, maupun hadis, tetapi dapat menerima semua 

sisa warisan setelah dibagi diantara ahli waris. Ahli waris ashabah termasuk orang 

yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki,. Dalam keadaan 

tertentu anak perempuan mendapatkan ashabah jika ia didampingi saudara laki-

laki.64 Berdasarkan indikator yang terdapat dalam ayat-ayat tentang kewarisan, 

para ulama membagi ashabah menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Ashabah bin nafsi 

Yaitu ahli waris laki-laki, dalam menerima warisan sebagai ashabah 

dengan sendirinya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.65 

a) Golongan anak; meliputi: anak laki-laki dan keturunanya yang laki-laki 

betapapun jauh ke bawah. Golongan ini menerima warisan secara ashabah 

manakala tidak ada bersamanya anak perempuan dan keturunanya ke bawah 

baik laki-laki maupun perempuan. 
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b) Golongan ayah; yang meliputi: ayah, ayahnya  ayah (kakek) dan seterusnya. 

c) Golongan saudara; yang meliputi: saudara laki-laki kandung, saudara laki-

laki seayah,dan keturunanya yang laki-laki.mereka ini mewarisi secara 

ashabah bin nafsi manakala tidal ada bersamanya sauadara perempuan. 

d) Golongan paman; yang meliputi: paman kandung, paman seayah, anak-anak 

dari paman tersebut, dan seterusnya kebawah.66 

2) Ashabah bil ghair 

Adalah ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai 

dzawil furudh, tetapi karena ia mewarisi bersama-sama dengan ahli waris 

laki-laki, maka kedudukannya berubah dari dzawil furudh menjadi ashabah 

karena asa ahli waris laki-laki tersebut. Dan besarnya peroleh antara ahli 

waris perempuan dengan ahli waris laki-laki adalah dua berbanding satu 

(2:1), yaitu bagian ahli waris laki-laki mendapat dua kali bagian ahli waris 

perempuan.67 

3) Ashabah ma’al ghair 

Menurut ulama sunni, Ashabah ma’al ghair hanya dapat terjadi 

manakala ahli waris terdiri dari saudara perempuan dan anak perempuan. 

Yang dimaksud saudara perempuan adalah saudara perempuan kandung 

atau seayah. Sedangkan yang dimaksud anak perempuan adalah termasuk 

juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Di sini, saudara perempuan 

tersebut tidak menarik anak perempuan sebagai ashabah, tetapi keberadaan 
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anak perempuan itu menyebabkan saudara perempuan berkedudukan 

sebagai ashabah ma’al ghair.68 

c. Dzawul Arham 

Yaitu para kerabat dari orang yang meninggal dunia tapi tidak termasuk 

orang dalam golongan ashabul furudh maupun ashabul. Golongan yang termasuk 

dalam ahli waris ini adalah saudara laki-laki seibu, saudara perempuan ibu, 

saudara perempuan bapak, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan 

dari anak perempuan. Golongan ahli waris dzawil arham ini dapat memperoleh 

harta warisan jika tidak ada dzawil furudh dan ashobah.69 

Ulama sunni dan fiqh klasik menempatkan orang-orang yang tersebut 

berikut ini sebagai kelompok ahli waris dzawil arham, seperti cucu perempuan 

dan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak 

perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari 

saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari ayah, dan saudara ibu yang 

laki-laki dan perempuan.70 

7. Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan (Tirkah) 

Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum membagi warisan adalah 

objek harta yang akan dibagikan. Dalam hal ini, harta yang akan dibagikan harus 

dipastikan dahulu apakah sudah bersih dari hak orang atau pihak lain, yaitu bahwa 
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harta peninggalan si mayit baru menjadi hak para ahli waris setelah diselesaikan 

tiga hak atas harta itu sebagai berikut: 

a. Biaya keperluan sakit daan perawatan jenazah 

Biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit menjadi beban dari 

harta peninggalan pewaris. Demikian juga biaya perawatan jenazah, mulai dari 

memandikan, mengafani, mengusung dan menguburkan jenazah. Besar biaya 

tersebut diselesaikan secara wajar dan makruf (kepatuan). Tidak boleh terlalu 

kurang, juga tidak boleh berlebihan.71 

Para ulama berbeda pendapat dalam hak ketika harta peninggalan si mayit 

tidak tercukupi. Pendapat ulama hanafiyah, Syafi’iyah, dan hanabilah mengatakan 

bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan tersebut terbatas pada keluarga 

yang semasa hidupnya ditanggung oleh si mayit, maka sangat wajar apabila 

mereka yang diberi tanggung jawab memelihara jenazah orang yang berjasa 

kepada mereka. Ulama lain berpendapat lebih luas, yaitu keluarga si mayit secara 

umum ikut bertanggung jawab, jika harta peninggalan si mayit tidak 

mencukupinya. Sedangkan Imam Malik mempunyai pendapat yang cukup berani, 

yaitu apabila si mayit tidak memiliki harta peninggalan, maka biaya perawatan 

jenazah langsung dibebankan kepada Baitul Mal atau Balai Harta Keagamaan, 

tidak menjadi tanggung jawab keluarga.72 

b. Pelunasan utang 

Hak kedua yang berkaitan dengan tirkah adalah membayar utang-utang 

yang masih dalam tuntutan kreditur (pemberi pinjaman) kepada orang yang 
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meninggal. Setelah biaya pentajhizan mayit ditunaikan, maka kelebihan harta 

peninggalan digunakan untuk melunasi utang muwarits (pewaris). Utang 

merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang berutang sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. Apabila orang yang berutang meninggal dunia, 

maka pada peinsipnya, tanggung jawab membarnya beralih kepada keluarganya.73 

c. Wasiat 

Memenuhi wasiat yang batasan maksimalnya sepertiga, yang diberikan 

kepada selain ahli waris, hal ini dilakukan sesudah membayar biaya-biaya 

penyelenggaraan jenazah dan sesudah dibayarnya utang-utang pewaris. Adapun 

jika jumlahnya melebihi dari sepertiga harta, maka ia tidak dapat dilaksanakan 

kecuali atas izin dan kerelaan dari ahli waris.74 

E. Wasiat Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Wasiat 

Kata wasiat itu diambil dari kata wahshaitu asy-syaia, uushiihi, artinya 

aushaltuhu (menyampaikan sesuatu). Maka orang yang berwasiat adalah orang 

yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia 

mati. Menurut syara’ wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik 

itu berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi 

wasiat sesudah orang berwasiat tersebut meninggal. Sebagian fuqaha mengartikan 

bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan 

setelah pemberinya mati. Dari sini jelas perbedaan antara hibah dan wasiat. 

Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi setelah orang yang berwasiat itu 
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meninggal. Ini dari satu segi:sedangkan dari segi yang lain hibah itu berupa 

barang, sementara wasiat itu dapat berupa barang, piutang maupun manfaat.75 

2. Dasar Hukum Wasiat 

Sebagai kelengkapan dari hukum waris Islam, maka wasiat mempunyai 

dasar hukum dari al-Quran, dan Hadits. Adapun ayat yang menunjukkan 

disyariatkannya wasiat adalah seperti berikut: 

a. Al-Maidah [5] ayat 106 

ِعَِ ِذوََا ِٱثۡنَانِّ ي ةِّ ِٱلوۡصَِّ يَ ِحِّ ِٱلمَۡوۡتُ حَدَكُمُ
َ
ِأ ِحَضَََ ِإِّذَا ِبيَۡنِّكُمۡ ِشَهََٰدَةُ ْ ِءَامَنُوا ِّينَ ِٱلَّ  هَا يُّ

َ
أ دۡلِٖيََٰٓ

ِتََۡبِّسُو ِۚ ِٱلمَۡوتِّۡ يبَةُ صِّ صََٰبَتۡكُمِمُّ
َ
ِفَأ رۡضِّ

َ
ِٱلۡۡ بۡتُمِۡفِِّ نتُمِۡضَََ

َ
ِإِّنِۡأ ِمِّنِۡغَيِّۡۡكُمۡ ِءَاخَرَانِّ وۡ

َ
ِأ ِّنكُمۡ هُمَاِنَِم 

ِوَلََِ ِثَمَنٗاِوَلوَِۡكََنَِذَاِقرُۡبَََٰ ِّهّۦِ ِٱرۡتبَۡتُمِۡلََِنشَۡتََِّيِب ِِّإِّنِّ ِّٱللَّ  ِب مَانِّ فَيُقۡسِّ ةِِّ لوََٰ ِٱلص  نكَۡتُمُِشَهََٰدَةَِمِّنِۢبَعۡدِّ
ِّمِّيَِِ آِإِّذٗاِل مِّنَِٱلۡأٓث إِّن  ِِّ ِٱللَّ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang (di antara) 

kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka endaklah 

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau 

dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam 

perjalanan di bumi lalu kamu di timpa bahaya kematian, hendaklah 

kamu tahan kedua saksi itu setelah shalat, agar keduanya bersumpah 

dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan 

mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, 

dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika 

demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”.76 

3. Rukun dan Syarat Wasiat 

Ada empat macam rukun wasiat, yaitu: 
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a. Harus ada yang berwasiat (mushi), harus memenuhi persyaratan, yaitu: baligh 

(dewasa), berakal sehat (aqil), bebas menyatakan kehendaknya, merupakan 

tindakan tabarru’, dan beragama Islam. 

b. Harus ada seseorang atau badan hukum memenuhi wasiat (mushi-lahu). Dan 

orang yang menerima wasiat (musha-lahu) ia harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1) Harus diketahui dengan jelas siapa orang atau badan hukum yang menerima 

wasiat itu, nama orang tersebut, badan organisasi tertentu atau mesjid-

mesjid. 

2) Telah wujud (ada) pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau suara 

juridis misalnya anak yang masih dalam kandungan. 

3) Bukan tujuan kemaksiatan.77 

c. Sesuatu yang diwasiatkan (musha-bihi) 

1) Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tak 

bergerak, atau dapat menjadiobyek perjanjian, 

2) Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkan, 

3) Hak miliki itu betul-betul kepunyaan si pewasiat (mushi). 

d. Lafadz atau ucapan wasiat (shigat), syaratnya: 

Untuk sahnya suatu wasiat dapat dipergunakan segala perbuatan yang 

memberi pengertoan secara lisan, dapat pula berbentuk tulisan dapat dimengerti 

bagi orang yang tidak berbicara atau menulis.78 
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F. Kerangka Fikir 

Kerangka fikir disampaikan dalam skema sebagai berikut: 

  

  

 

  

  

 

 

Pada tahap ini peneliti akan mengungkapkan mengenai tradisi pembagian 

warisan. Bagan diatas pada kolom pertama yaitu tradisi ampikale dalam kewarisan 

masyarakat Bugis. Hal ini dikarenakan dalam lingkup masyarakat tentunya ada 

hukum adat, begitu pula dalam masyarakat Bugis yang mempunyai tradisi atau 

kebiasaan dalam membagi warisan, yang biasa disebut sebagai ampikale. 

Kemudian pada kolom kedua yaitu hukum waris adat karena tradisi ampikale itu 

merupakan adat di masyarakat Bugis. Sedangkan pada kolom ketiga yaitu hukum 

waris Islam, mengenai pembagian warisan sudah tentu diketahui bahwa hukum 

waris itu sudah diatur secara rinci dalam hukum waris Islam, maka dari itu 

peneliti bermaksud untuk meninjau tradisi tersebut dalam perspektif hukum waris 

Islam sehingga menghasilkan analisis yang ingin diperoleh oleh peneliti. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk 

memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada obyek di 

lapangan. Data diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat setempat. 

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan metode 

kualitatif. 

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berusaha memaparkan tentang 

ampikale dalam waris adat Bugis, analisis untuk dinilai dari sudut pandangan 

hukum waris Islam.79 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative-sosiologis. 

Pendekatan normative yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan 

yaitu al-Quran, al-Hadits, serta pendapat ulama. Sedangkan pendekatan sosiologis 

yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori sosial khususnya sosiologi keluarga. 

Jadi yang dimaksud dengan pendekatan normative-sosiologis yaitu menjelaskan 

konsep dan teori tentang hukum waris Islam secara umum kemudian menjelaskan 

perkara kewarisan yang ada di masyarakat Bugis Desa Bone Subur.80 
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C. Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi 

penelitian yang berupa wawancara langsung terhadap masyarakat setempat.81 

Sumber data primer yang diteliti diperoleh baik dari tokoh adat, tokoh agama, 

pemerintah setempat, dan warga masyarakat desa Bone Subur, Kecamatan 

Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dijadikan landasan teori dalam 

memecahkan dan menjawab masalah. 82Data sekunder ini diperoleh melalui studi 

pustaka berupa buku, dokumen, arsip, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

objek penelitian terkait hukum waris Islam dan hukum waris adat. 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian tersebut dilakukan di Desa Bone Subur, Kecamatan Sabbang 

Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Desa Bone Subur dipilih dikarenakan sebagian 

besar penduduk setempat mempraktikan pembagian harta waris dengan adat 

tradisi. Di mana di Desa Bone Subur juga masyarakatnya yang mayoritas orang 

Bugis dan tentunya beragama Islam. Dan dengan adanya suatu adat tersebut yang 

unik sehingga menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian tentang adat 

ampikale dalam sistem kewarisan masyarakat Bugis di desa Bone Subur. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode mengumpulkan data melalui dialog. 

Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

83Peneliti juga menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan pihak 

yang terlibat dalam objek penelitian peneliti yang dianggap mampu dan 

mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan metode 

wawancara, peneliti dapat memperoleh data dengan cara komunikasi dan 

mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis kepada responden 

baik kepada tokoh adat, tokoh agama, pemerintah setempat, dan warga 

masyarakat yang ada di desa tersebut tentang tradisi ampikale dalam sistem 

kewarisan masyarakat Bugis. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksud adalah peneliti mengumpulkan macam-

macam data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga 

penelitian ini bersifat valid tanpa adanya rekayasa. Dokumentasi juga 

dipergunakan untuk mengumpulkan data dari kantor pemerintahan desa mengenai 

profil dari Desa Bone Subur. 

F. Teknik Pengolahan Data 

Teknik mengolah data kualitatif terdiri dari pengumpulan data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan serta saran. Tahap awal dalam pengolahan data 
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kualitatif adalah pengumpulan data yang terdapat beberapa metode yang bisa 

digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari hasil wawancara secara 

langsung melalui diskusi dari beberapa pertanyaan yang diajukan dari hasil 

wawancara.84 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan dipahami. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui 

metode pengumpulan data berupa data mentah yang dianalisis secara seksama 

sehingga data tersebut dapat dikaji dalam keadaan sebuah pembahasan ilmiah 

yang dapat dipertanggung jawabkan keabsaannya.85 Maka peneliti akan 

mengalisis data yang bersifat khusus berupa tradisi ampikale dalam sistem 

kewarisan masyarakat Bugis, kemudian akan ditarik kesimpulan untuk 

memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Prosdakarya, 

2008), 216. 
85 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Prosdakarya, 

2008), 248. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan 

Kabupaten Luwu Utara 

1. Keadaan Geografis Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten 

Luwu Utara 

Desa Bone Subur merupakan salah satu desa di Kecamatan Sabbang 

Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki luas 

wilayah 1.840 Ha, secara geografis desa Bone Subur berbatasan dengan wilayah 

Desa Teteuri (Sebelah Utara), Desa Lawewe (Sebelah Selatan), Desa Lembang-

Lembang (Sebelah Timur), dan Desa Batu Alang (Sebelah Barat). 

Desa Bone Subur terdiri dari 6 Dusun yang tersebar, antara lain terdiri dari 

Dusun Bone Subur, Dusun Minanga Tallu, Dusun Tetewaka, Dusun Neletok 

Bawah, dan Dusun Neletok Atas.86 

2. Keadaan Penduduk Desa Bone Subur 

Adapun jumlah penduduk desa Bone Subur sebanyak 1483 (Laki-laki 

sebanyak 753 dan Perempuan sebanyak 730). Mengenai klasifikasi penduduk 

Bone Subur dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk 

No Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-laki 753 Jiwa 50.78% 

2 Perempuan  730 Jiwa 49.22% 

                                                           
86 Data Statistik Kantor Desa Bone Subur, (Bone Subur: Kantor Desa, 28 Juli 2023). 



 

 
 

 Jumlah 1.483 Jiwa 100.00% 

  

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

dari jumlah penduduk perempuan.87 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian 

No Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempua

n 

Jumlah 

Orang 

1 Petani 475 46 521 

2 Buruh Tani 3 0 3 

3 Pegawai Negeri Sipil 2 1 3 

4 Pedagang barang kelontong 1 0 1 

5 Dokter Swasta 0 3 3 

6 Perawat Swasta 1 1 2 

7 Ahli pengobatan Alternatif 2 10 12 

8 Guru Swasta 2 1 3 

9 Dukun Tradisional 0 1 1 

10 Wiraswasta 7 0 7 

11 Tidak mempunyai pekerjaan tetap 11 37 48 

12 Belum Bekerja 26 33 59 

13 Pelajar 221 193 414 

14 Ibu Rumah Tangga 0 403 403 

15 Karyawan Honorer 0 1 1 
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16 Pialang 2 0 2 

17 Jumlah Total (Orang) 753 730 1.483 

 

Berdasarkan tabel 2 menggunakan bahwa sebagian besar penduduk desa 

Bone Subur dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah sebagai pedagang 

dan petani.88 

3. Kehidupan Agama, Suku, dan Pendidikan 

Agama merupakan pegangan hidup bagi setiap manusia. Agama sangat 

mempengaruhi setiap perbuatan seorang. Penduduk Desa Bone Subur mempunyai 

beraneka macam penganut agama, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 

Hal ini disebabkan penduduk desa ini bukan saja penduduk asli tapi sudah 

bercampur baur dengan pendatang, yang beraneka macam agamanya, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Klasifikasi Penganut Agama 

No Agama Laki-Laki % Perempuan % 

1 Islam  685 90.97% 663 90.82% 

2 Kristen  49 6.50% 51 6.99% 

3 Khatolik 19 2.52% 16 2.19% 

4 Jumlah 753 100% 730 100% 

 

Berdasarkan tabel 3 masyarakat Bone Subur pada umumnya menganut 

agama Islam, meskipun ada sebagian yang beragama lain. Namun jumlahnya 

sangat kecil. Penduduk asli daerah Bone Subur adalah suku Bugis. Selain suku 
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Bugis terdapat juga suku yang lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.4 

Penyebaran Suku Desa Bone Subur 

No Suku  Jumlah % 

1 Bugis 1.213 81.79% 

2 Toraja 138 9.30% 

3 Jawa 16 1.28% 

4 Luwu  116 7.82% 

 

Dari tabel 4 dapat dilihat vahwa mayoritas masyarakat desa Bone Subur 

adalah suku Bugis, disusul suku Toraja, Luwu, dan Jawa. 

Dalam rangka mewujudkan pendidikan pemerintah telah membangun 

sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia, dan tidak ketinggalan di 

Kecamatan Sabbang Selatan terkhusus desa Bone Subur. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:89 

Tabel 4.5 

Jumlah Sarana Pendidikan 

No Srana Pendidikan Jumlah 

1 TK 1 

2 SD 1 

3 SMP 1 

B. Sistem Pelaksanaan Ampikale dalam Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa 

Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara 
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1. Awal Mula Penetapan Harta Ampikale dalam Kewarisan Masyarakat Bugis di 

Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara 

Berdasarkan pendapat masyarakat Bugis Desa Bone Subur mengenai 

tradisi ampikale peneliti dapat menyimpulkan bahwa ampikale merupakan suatu 

harta yang ditentukan atau disisihkan oleh pewaris untuk menjadi jaminan atas 

dirinya sendiri sebagai biaya hidup di sisa hidupnya, untuk perawatan di masa 

tuanya, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuknya setelah ia meninggal. 

Pada umumnya, menurut pandangan masyarakat Bugis di Desa Bone 

Subur ampikale ini hakekatnya merupakan mana’ (harta warisan). Ampikale ini 

merupakan bagian yang sengaja dipisahkan dari harta warisan (mana’) sebagai 

jaminan diri dan bahkan sering diibaratkan sebagai mana’ untuk diri pemberi 

mana’ itu sendiri. Ampikale ini merupakan harta yang diperuntukkan untuk 

kepentingan pemilik ampikale itu yang kemudian akan menjadi bagian harta yang 

diterima oleh orang yang mengurusnya atau merawatnya sebagai balas jasa.90 

Awal mula penetapan suatu harta ampikale dalam kewarisan masyarakat 

Bugis dikemukakan oleh bapak Ismaila, sebagai berikut: 

“sebenarna yatu ampikale’de fammulanna ifannessa narekko yaro 

to’matua narasa ni alena macua atauga engkana firasatna makkada 

mawe’ni je mate maweni nolli fuangngallahu ta’ala. To matuae ya’punnai 

ampikale biasanna yaro degaga anak’na, nasabari demetto gaga 

lakkainna atau benena atauga silibinengeng tafi mantaji to manang”.91 

Penetapan harta ampikale sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak 

Ismaila bahwasanya dalam masyarakat Bugis diawali ketika seseorang sudah 
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merasa tua dan merasa sudah dekat untuk dipanggil oleh Yang Kuasa, maka ia 

sudah mulai berpikir untuk kepentingan di masa tuanya. To matua (orang tua) 

sebagai pihak yang menetapkan ampikale umumnya adalah mereka yang tidak 

memiliki keturunan, baik karena hidup melajang semasa hidup atau sepasang 

suami istri yang memang tidak dikaruniai anak oleh Yang Kuasa. 

Alasan adanya penetapan suatu harta ampikale dikemukakan juga oleh 

bapak Ismaila, sebagai berikut: 

“Tau de’e metto nengka nabotting sibawa tau de’e gaga anak’na yaro 

paling maderi mebbu ampikale nasaba degaga anak wedding parakaiwi 

narekko macuani matu are’ga deyello elloi kuwettunna na tomatoae mate. 

Yanaro alasanna engka waramparang ifalleng mantaji ampikale bare 

engka ifake walekengngi resona anak’ta, rikkaneng’e atauga tau laing ya 

tennia rikkaneng tafi alena parakaiki”.92 

Menurut bapak Ismaila, orang yang melajang semasa hidup dan orang 

yang tidak diberi keturunan merupakan pihak yang paling sering menetapkan 

harta ampikale karena tidak adanya keturunan yang dapat dijadikan sandaran 

hidup dan dijadikan jaminan untuk mengurusnya kelak di masa tua dan setelah 

meninggalnya. Inilah alasan kenapa ada harta warisan yang dipisahkan menjadi 

ampikale yang kemudian digunakan sebagai balas jasa penetap ampikale terhadap 

kerabat atau bahkan orang lain (bukan keluarga) yang merawat dan mengurusnya. 

Hal serupa dijelaskan juga oleh bapak Haruna Saleh, bahwasanya: 

“Yaro to matoae mebbu ampikale nasaba nanennengi alena yaku 

macuani. Manenneng nasaba ammai matu kumacuani yaku fura manenni 

nabagengeng bagianna anak’na nappa degaga nataro alena siwettu 

tuona, engka kemungkinan yabbiang atau de yurusu’i ku anak’na nasaba 

sibu manenni anakna, nala yaro kasi to matoae denagaga parakaiwi na 
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harusna yaro mantaji tanggung jawabna anakna. Atau wedding jaji 

sibelang’ngi anak’na nantaji degaga jampangi to matoae”.93 

 

Bapak Haruna Saleh mengatakan bahwa penetapan suatu harta ampikale 

didasari oleh adanya rasa kekhawatiran seseorang pewaris mengenai nasibnya di 

masa tua. Kekhawatiran itu bersumber dari pemikirannya yang beranggapan 

bahwa jika di masa tuanya dia sudah menyerahkan semua hartanya kepada 

anaknya tanpa menyisihkan suatu bagian untuk dirinya di sisa hidupnya, ada 

kemungkinan ia akan dibiarkan tanpa dirawat karena anak atau ahli warisnya 

sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga orang tua yang seharusnya 

menjadi tanggung jawab anaknya dibiarkan terbengkalai. Atau si anak tinggal 

jauh dari orang tuanya sehingga orang tuanya luput dari perhatiannya. 

Hal serupa juga dikemukakan oleh bapak Marsuki, bahwa: 

“Ampikale ifassedia ku to matoae seliweng nafake mongkosoki alena, 

nafaruntuki toi bare degaga assasang esso monri antara anakna, afa 

wedding lanre jaji massasa matu anana’e yaku madodong kasi 

ekonominna nantaji fada sisurung-surung’ni lo parakaiwi to matoae. Yaro 

nappi engka ampikale bare ku esso rimonri denagaga assasang ku 

masalah dui ongkosokenna to matoae narekko malasawi. Tafi ajja tosi 

yaro anak’na nasaba engka ampikalena tomatoanna jadi fappahanna 

denagaga tanggung jawabna ku to matoae. Ampikalewe ye ifaringengeng 

mi tau murusu engngi to matoae yaku macuani”.94 

 

Bapak Marsuki mengatakan bahwa Ampikale disediakan oleh orang tua 

selain untuk biaya hidupnya sendiri juga untuk mencegah kemungkinan 

perselisihan di antara ahli waris kelak, karena dikhawatirkan di masa tuanya ahli 

warisnya saling lempar tanggung jawab dalam mengurusnya yang disebabkan 
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oleh masalah dana dan keterbatasan ekonomi sehingga dengan adanya ampikale 

ini diharapkan hal ini dapat dihindarkan dan perawatan orang tua dapat dilakukan 

dengan baik. Sebagai peringatan bahwa penetapan ampikale ini bukanlah 

menghapus tanggung jawab ahli waris kepada pewaris. Ampikale ini hanyalah 

sebatas jaminan biaya yang meringankan bagi orang yang merawat dan mengurus 

penetap ampikale tersebut di masa tuanya. 

2. Bentuk Harta Ampikale dalam Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa Bone 

Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara 

Bapak Buhari mengemukakan mengenai bentuk harta ampikale, sebagai 

berikut: 

“waramparang ya ifancaji ampikale de na tana bawang, wedding ulaweng 

are’ga dui nataro to matoae nafancaji ampikalena”.95 

 

Pernyataan bapak Buhari di atas, bentuk harta yang dijadikan sebagai harta 

ampikale oleh orang tua tidak hanya terbatas pada tanah saja, bisa saja emas atau 

uang yang disimpan oleh pemilik harta untuk dijadikan sebagai ampikale. Alasan 

bapak Buhari memilih emas atau uang sebagai harta ampikale-nya agar jika 

sewaktu-waktu harta tersebut sudah dibutuhkan, uang atau emas itu bisa langsung 

dipakai. 

Hal berbeda dikemukakan oleh bapak Ismaila, bahwasanya: 

“Yaku yattungka pikkiriki yaro dui’e sibawa ulaweng kuloni ifake wedding 

memeng langsung ifake. Tafi narekko dui ifancaji ampikale wedding jaji 

yaro ampikale cappu nadefa wettunna yakkigunang. Ku keluargaku iyya 

abanna massama tana atau dare maneng mi nafancaji ampikalena. Yaro 
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dare’e kan wedding mappoliang dui, nappa ku fale wettunna na ifake dui’e 

wedding mato ibalu yaro tana’e atau igadaikan”.96 

 

Kedua pendapat yang berbeda tersebut dan mengenai bentuk harta 

ampikale yang dikemukakan oleh masyarakat lainnya di Desa Bone Subur pada 

umumnya dapat berupa tanah, emas, ataupun uang. Akan tetapi dari hasil 

wawancara peneliti menyimpulkan bahwa memang pada umumnya harta yang 

dijadikan ampikale lebih banyak menjadikan tanah sebagai harta ampikale-nya 

tentu penetap ampikale mempunyai alasan dan sudah memperhitungkan serta 

memastikan bahwa harta tersebut tidak akan digunakan sebelum waktunya, 

begitupun sebaliknya mengenai penetap ampikale yang menjadikan tanah sebagai 

harta ampikale-nya. 

Pernyataan dari bapak H. Asse Anjang mengenai siapa yang bisa 

menetapkan ampikale dan asal dari harta yang dijadikan ampikale, ia mengatakan: 

“Yamaneng tauwede wedding mebbu ampikale narekko engka 

waramparanna. Yaro waramparang ampikalede wedding fole kualeta atau 

idi sendiri fa polewi nappi engka yaro waramparang’nge. Atau wedding 

jaji fole warisan ya iterima fole to matoae, wedding to jaji narekko tau 

silibinengeng yaro ampikalena fole waramparang assifukangkangeng”.97 

 

Pada dasarnya setiap orang dapat menetapkan ampikale untuk dirinya 

selama ia memiliki harta untuk itu. Mengenai harta asal dari ampikale ini dapat 

bersumber dari milik pribadi si penetap ampikale hasil dari pencaharian, atau 

berasal dari warisan yang ia terima dari orang tua atau kerabatnya. Dalam konteks 

si penetap ampikale telah berumah tangga, maka harta asal ampikale itu bisa 

bersumber dari harta bersama. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa dalam adat 
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masyarakat Bugis setelah seseorang menikah maka harta bawaan mereka bawa 

akan menyatu dengan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan itu 

berlangsung atau seumur hidup. 

3. Cara Pembagian Harta Ampikale dalam Kewarisan Masyarakat Bugis di Desa 

Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan kabupaten Luwu Utara 

Penetapan suatu harta ampikale tersebut dilakukan oleh kedua orang tua 

dan bagaimana proses pembagiannya setelah salah satu dari mereka meninggal 

dunia, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak H. A Abdul Hadi dalam 

pernyataannya bahwa: 

“To matoae fada engka waramparang ampikalena nafassadia. Emma atau 

ambo ta fada engka nafassadia ta’ceddinna ampikale. Yaku misalna ceddi 

bawang tana nonroi yaro ampikalena to matoae, nappa seandaina mate 

salah ceddinna nappa ya tungkai benena atauga anak’na jadi yaro 

ampikalena lakkainna ifasseddi wi sibawa ampikalena benena”.98 

 

Setiap orang tua berhak menetapkan ampikale untuk dirinya sendiri. Jika 

suatu harta ampikale-nya hanya satu tanah saja atau satu bagian saja, maka 

seandainya jika salah satu dari mereka meninggal misal sang suami meninggal. 

Kemudian dirawat dan untuk biaya pengurusannya dilakukan oleh istri serta 

anaknya maka harta yang seharusnya menjadi ampikale suaminya itu akan 

menyatu dengan ampikale yang diperuntukkan kepada istrinya yang masih hidup.   

Sebagaimana contoh kasus yang dikemukakan oleh bapak H. Asse Anjang 

selaku tokoh adat dan juga telah terjadi kasus seperti ini dalam keluarganya, ia 

menjelaskan: 
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Pasangan orang tua bernama H. Muhamma Tang dan Hj. Nu yang 

memiliki dua anak, H. Muhamma Tang telah meninggal tapi hartanya belum 

dibagi kepada ahli warisnya karena pasangan hidupnya/jandanya (Hj. Nu) masih 

hidup. Mengenai biaya pengobatan dan perawatan H. Muhamma Tang sampai ia 

meninggal dunia saat itu istri dan kedua anaknya lah yang bersama-sama 

mengurus dan menanggung semua biayanya. Jadi mengenai harta ampikale dari 

H. Muhamma Tang belum bisa berpindah tangan kepada kedua anaknya 

dikarenakan ibunya Hj. Nu masih hidup. Pasangannya masih bisa tetap menikmati 

harta peninggalan tersebut serta baru terbagi kepada anak-anaknya setelah ia 

meninggal dunia.99 

Mengenai cara pembagian harta ampikale, sebelum dibagikan harta 

pabbere dibagi terlebih dahulu, bapak Buhari mengemukakan: 

“sebelum yaro ampikalede i bage, engka yaseng ma bage mana sebelum 

mate to matoae yanaritu itellari bage maddiolo ku ade’ ta. Yafa 

nakajadiang iyye yaku furani botting anak’ta, selain yaro harta pabbere 

na engka tona harta nasesa to matoae untuk ampikalena”.100 

 

Perlu dipahami bahwa biasanya sebelum seseorang menetapkan suatu 

ampikale maka terlebih dahulu ia akan membagi  harta yang akan menjadi mana’ 

(warisan) kepada semua ahli warisnya. Pembagian itu dilakukan sebelum pewaris 

meninggal dunia sehingga dikenal dengan istilah bage maddiolo (pembagian 

warisan sebelum pewaris meninggal dunia) yang bisa dilakukan dengan cara 

pabbere. Biasanya pembagian ini dilakukan ketika ahli waris atau anaknya telah 
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berumah tangga. Suatu bagian harta kemudian disisakan yang kemudian dikenal 

sebagai ampikale yang diperuntukkan untuk pewaris. 

 Untuk lebih memahami tentang ampikale mengenai tata cara pembagian 

hartannya, H. Asse Anjang memberikan contoh kasus yang dijabarkan sebagai 

berikut:101 

H. Fetta yang merupakan orang tua tunggal setelah istrinya meninggal dan 

merupakan ayah dari dua anak yang bernama Hamna dan Rika yang memiliki 

harta berupa 2 bagian kebun coklat masing-masing kebun seluas 1 Ha akan tetapi 

satu bagian tersebut juga berdiri diatasnya rumah tempat tinggal si pewaris, dan 2 

bagian kebun coklat seluas ½ Ha. Salah satu anak perempuannya telah menikah 

dan satu anaknya lagi masih menempuh pendidikan. Kemudian H. Fetta 

memberikan harta kepada anaknya yang telah menikah satu bagian kebun coklat 

seluas 1 Ha dimana harta tersebut merupakan pabbere. Kemudian anak keduanya 

yang masih menempuh pendidikan tersebut yang juga merupakan anak bungsunya 

di paseng kan akan mendapat kebun coklat seluas 1 Ha dan juga rumah yang 

ditinggali si pewaris akan diperuntukkan untuk anak bungsunya setelah ia 

meninggal. Sedangkan sisanya 2 bagian kebun coklat seluas ½ Ha dan 1 bagian 

kebun coklat seluas 1 Ha yang juga merupakan tempat bangunan rumahnya itu 

masih berada ditangan H. Fetta. Harta tersebut masih dipegang dan dikelolah 

semasa hidupnya, jika sewaktu-waktu H. Fetta meninggal dunia maka harta ½  Ha 
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kebun coklat tersebut akan menjadi biaya perongkosannya dengan kata lain 

sebagai harta ampikalenya.102 

Berdasarkan pemaparan dan contoh di atas, singkatnya dapat dikatakan 

bahwa ampikale ini hakikatnya merupakan harta yang sengaja dikeluarkan dari 

harta warisan. Dimana harta ini akan digunakan sebagai jaminan masa tua dan 

jaminan perawatan, pemeliharaan, serta pengurusan sang pemilik harta/pewaris 

ketika meninggal sampai pada biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah 

meninggalnya. 

Mengenai siapa saja yang berhak menerima harta ampikale tersebut perlu 

juga untuk dijelaskan sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Haruna Saleh: 

“Yare ampikalede sitongen’na nak degage tau ifannessa makkada ningga 

matu malai. Wedding jaji ahli warisna malai, rikkaneng na atau bahkan 

tau laing ya degaga hubungan darah na. Ya’ wedding’nge malai ampikale 

yanaritu tau ya parakaiwi, monro tungkai riwettu seha’na to matoe, 

riwettu dena nullei, atau tau ya biayangi ongkosokenna tempona mate 

yaro tau punnai ampikale. Nappa yaro to matoae ku masalah ningga matu 

malai yaro ampikalena sebelumna engka memenna tassere-tassere’na 

makkada iyyede je matu malai”.103 

 

Menurut penjelasan dari bapak Haruna Saleh bahwa Ampikale ini tidak 

menentukan orang atau pihak yang akan menerimanya. Ampikale ini bisa diterima 

oleh siapa saja baik oleh ahli waris, sanak keluarga, ataupun orang lain yang tidak 

memiliki hubungan dengan orang yang menetapkan ampikale. Yang disyaratkan 

dalam penerimaan ampikale ini yaitu bahwa orang tersebut benar-benar 

merupakan orang yang merawat, menemani, membantu pengobatan ketika sakit, 

mengeluarkan biaya untuk pengurusan biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah 
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meninggalnya orang yang menetapkan ampikale. Ampikale telah berlaku pada saat 

ditetapkannya tapi walau begitu, ampikale ini masih berada di bawah pemilikan 

dan penguasaan orang yang menetapkan ampikale. Ampikale baru beralih setelah 

meninggalnya orang yang menetapkan ampikale. 

Bapak Haruna Saleh juga mengatakan kadang dalam masyarakat Bugis 

dijumpai kasus pemilik harta yang telah memisahkan suatu ampikale untuk 

dirinya dari keseluruhan hartanya, tapi di masa tuanya semua ahli warisnya bahu-

membahu untuk merawat dan mengurus penetap ampikale sampai pewaris 

tersebut dipanggil oleh yang kuasa. Sehingga disini tidak dijumpai seorang yang 

secara tunggal mengurus sang penetap ampikale. Jika terjadi kasus semua ahli 

waris mengurus dan merawat penetap ampikale sampai meninggalnya dalam porsi 

yang seimbang maka harta ampikale yang awalnya telah dipisahkan dari harta 

warisan akan kembali disatukan dengan harta warisan yang kemudian akan dibagi 

secara bersama oleh para ahli warisnya”.104 

Ketika akan dilakukannya penetapan atau pembagian harta ampikale, 

bapak Marsuki mengatakan bahwa: 

“Biasanna to matoae yaku loni pannessai makkada iyye malai matu 

ampikalena, tette engka tau nolli sabbi wi”.105 

 

Menurutnya, orang tua ketika ingin menetapkan suatu harta ampikale ia 

akan memanggil sanak keluarganya yang dihormati dan dipercaya oleh ahli 

warisnya untuk menjadi sabbi (saksi) mengenai bagian harta yang akan dijadikan 
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ampikale. Selain itu sabbi (saksi) ini juga bertujuan untuk menjadi saksi mengenai 

harta yang akan diwariskan kepada masing-masing ahli waris. 

Berdasarkan pelaksanaan ampikale tersebut ada beberapa kekurangan dan 

kelebihan dari pelaksanaannya seperti halnya yang dikemukakan oleh bapak 

Haruna Saleh, bahwa: 

“yatu ampikalede nak engka to tuh kejjana, engkato gellona. Kejjana 

yanaritu rekko yaro ampikalede’ de ifakei riwettu amatengenna to matua’e 

afa ceddi bawang anak’na marongkosokiwi maka yaro bawang anak’na 

murusu eng’ngi biaya perongkosanna malawi yaro harta ampikalede, 

meskipun engka anakna laingnge. Adapun gellona ampikalede yanaritu 

tomatoa’e dena nafikkiriki masalah perongkosan na matu afa engkana 

harta fura nafassadia”.106 

  

Dari penjelasan bapak Haruna Saleh diatas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa bahwa kekurangan dari pelaksanaan ampikale yaitu hanya anak yang 

merawatnya yang dapat mengambilnya walaupun mempunyai beberapa anak 

sedangkan kelebihannya yaitu pewaris atau orang tua sudah tidak khawatir lagi 

dengan masalah biaya perongkosannya nanti pada saat meninggalnya dan juga 

tidak membebani anak yang ditinggalinya.   

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ampikale Masyarakat Bugis di 

Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara 

Hukum Islam adalah titah Allah Swt. yang berkaitan dengan aktivitas para 

mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun 

ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu 

al-Quran dan sunnah yang diratifikasikan kepada kedua sumber asasi tersebut.107 
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Dalam pembagian harta warisan sering kali menjadi perselisihan, karena 

bagi manusia kedudukan harta menjadi posisi paling penting dalam kehidupan dan 

bahkan sebagian orang menjadikan harta segala-galanya. Dengan memiliki harta, 

maka kebutuhan hidup dapat dipengaruhi dan semua keinginan bisa diwujudkan. 

Sudah menjadi kodrat bagi manusia bahkan semua manusia ingin mendapatkan 

harta yang banyak. 

Syariat Islam tentu telah menetapkan aturan-aturan mengenai waris dengan 

bentuk yang teratur dan secara adil. Dalam pembagian harta warisan telah 

dijelaskan dalam al-Quran bagaimana cara membagi harta antara ahli waris dan 

juga telah ditentukan hak kepemilikan baik laki-laki maupun perempuan. Sistem 

kewarisan tidak hanya terdapat didalam hukum Islam saja akan tetapi didalam 

hukum adat juga dibahas masalah sistem kewarisan adat yang telah ada sejak 

zaman dahulu.108 

Menurut hasil dari penelitian yang dilakukan tradisi ampikale masyarakat 

Bugis di Desa Bone Subur itu merupakan harta yang sengaja dipisahkan dari harta 

warisan. Maksudnya, pemahaman masyarakat mengenai tradisi ampikale itu 

sebagai harta yang diberikan kepada ahli waris atau bukan ahli waris sebagai 

bentuk balas jasa si penerima harta ampikale karena telah merawatnya semasa 

hidupnya sampai ia meninggal. Dalam menentukan siapa yang menerima harta 

ampikale biasanya orang yang menetapkan ampikale itu berpesan atau berwasiat 

kepada orang yang dipercaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi ampikale 

itu sebenarnya merupakan bentuk wasiat dalam masyarakat Bugis. Tradisi 
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ampikale ini sama dengan hukum yang ada dalam Islam yang mana harta itu 

dibagi ketika si pewaris meninggal dan setelah dipenuhi syarat sebelum harta 

dibagikan. Akan tetapi dalam masyarakat Bugis dikatakan sebagai ampikale. 

Perbedaannya dalam waris Islam itu dikarenakan dalam tradisi ampikale 

masyarakat Bugis mempunyai syarat siapa saja yang berhak menerimanya, 

sedangkan wasiat dalam hukum Islam telah ditentukan berapa bagian yang 

menerima warisan. 

Ahli waris yang merawat orang tua akan mendapatkan hak lebih banyak 

dibandingkan dengan anak-anak yang lain dan tidak ada penentuan besaran harta 

ampikale yang akan diberikan. Sedangkan dalam hukum Islam telah ditentukan 

pembagian antara anak laki-laki dan perempuan. Jika anak laki-laki bersama 

dengan anak perempuan maka pembagiannya yaitu 2:1 dimana anak laki-laki 

mendapat ½ dan 2 anak perempuan mendapatkan ¼ masing-masing. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan pada surah an-Nisa ayat 11.109 Hukum Islam telah mengatur 

pembagian harta agar tidak terjadinya konflik dalam pembagian harta. Sedangkan 

dalam sistem pembagian harta ampikale di masyarakat Bugis apabila anak dari si 

penetap ampikale bersama-sama menanggung biaya perongkosan orang tuanya 

semasa hidupnya sampai ia meninggal maka harta ampikale tersebut akan dibagi 

rata atau disesuaikan dengan kesepakatan para ahli waris atau anaknya tanpa 

membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.  

Pada dasarnya memang masyarakat Bugis di Desa Bone Subur lebih sering 

menggunakan pembagian harta sama rata. Pembagian harta sama rata yang 
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dilakukan oleh masyarakat Bugis di desa Bone Subur bertujuan agar tercipta 

kedamaian antar ahli waris. Dalam praktik cara perdamaian itu sangat efektif 

untuk meredam terjadinya perselisihan diantara keluarga (ahli waris) akibat 

pembagian harta kewarisan tersebut. Hal ini sejalan dengan nasehat Khalifah 

Umar Ibnu Khatab kepada kaum muslimin diantara pihak yang mempunyai 

urusan dapat memilih cara perdamaian Umar Ibnu Khatab berkata: “Boleh 

mengadakan perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram”, bahkan 

Umar Ibnu Khatab selanjutnya mengatakan bahwa: “kembalikanlah penyelesaian 

perkara diantara sanak keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, 

karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak”. 

Bahkan menurut Muhammad Abu Nimer meyakini bahwa Islam sebagai agama 

telah meletakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai perdamaian dalam al-Quran.110 

Menurut hukum adat, suatu pemilikan atas pengalihan harta masih 

dipengaruhi oleh kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa 

persatuan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan. Berkaitan dengan hal tersebut, 

sistem pelaksanaan tradisi ampikale masyarakat Bugis di Desa Bone Subur tidak 

lepas dari ketentuan atau hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Seperti 

yang kita ketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang istimewa, salah 

satu keistimewaannya terletak pada ajarannya yang memberikan ruang luas untuk 

menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam 

dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak 

sepenuhnya menghilangkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada 
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masyarakat, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi 

dengan budaya lokal, seperti pada masyarakat Indonesia yang mencerminkan 

Islam dan budaya setempat nampak begitu mesra dan saling mengerti.111 

Rekonsilasi antara hukum Islam dengan budaya lokal, dalam praktik 

hukum Islam merupakan sesuatu yang diupayakan untuk diselaraskan dan 

diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat ditemukan dalam 

kaidah fiqih “Al-Adatu Muhakkamah”, yang artinya “adat dapat dijadikan 

hukum”. Sehingga, ‘Al-‘adah atau ‘urf  merupakan salah satu istinbath hukum, 

menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab 

(Al-Qur’an) dan Sunnah. 

Adapun syarat-syarat ‘Adah atau ‘urf dapat dijadikan sebagai sandaran 

hukum adalah: 

1. Tidak bertentangan dengan nash. Artinya adat kebiasaan dapat dijadikan 

sebagai pedoman hukum ketika tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan 

hadis nabi Muhammad Saw. 

2. ‘Adah atau ‘urf itu harus diterima secara umum. Artinya ‘urf itu harus 

dipahami oleh semua masyarakat. Sehingga, jika hanya merupakan ‘urf orang-

orang tertentu saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. 

3. ‘Adah atau ‘urf itu sudah ada sejak lama, bukan sebuah ‘urf yang baru. 

4. Tidak berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah 

masalah). Jika ‘urf  bertabrakan dengan tashrih, maka ‘urf itu tidak berlaku. 

Selain itu ada beberapa syarat dalam pemakaian‘urf antara lain: 
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1. ‘Urf tidak boleh digunakan untuk  hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada. 

2. ‘Urf tidak boleh digunakan bila mengesampingkan keperluan umum. 

3.  ‘Urf tidak boleh apabila tidak membawa keburukan atau kerusakan.112 

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan istinbath hukum maka tradisi 

ampikale yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Desa Bone Subur dibolehkan 

dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga hal ini sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam, selama tidak merugikan pihak yang lain. Jadi, selama 

musyawarah dilakukan atas dasar kerelaan dalam menerima warisan, 

mendatangkan maslahat, maka tidak menyalahi aturan Islam. 

Seperti pada hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti bahwasanya 

dalam praktek pembagian harta masyarakat Bugis selalu mengutamakan rasa 

saling menerima dan saling rela setiap kali ada harta yang akan dibagi dan para 

ahli waris selalu mengutamakan musyawarah. Semua itu bertujuan agar tercapai 

kata mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya 

keutuhan serta kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dirasakan nilai 

keadilannya. Jika memang terjadi sengketa maka akan dilakukan musyawarah 

keluarga terlebih dahulu, jika penyelesaian sengketa tidak berhasil maka akan 

dilakukan musyawarah adat, jika hal inipun tidak berhasil maka akan dialihkan 

atau diselesaikan di pengadilan. Akan tetapi sejauh ini di masyarakat Desa Bone 

Subur belum ada kasus pembagian ampikale yang di bawa ke ranah hukum 

(pengadilan), dengan kata lain pembagian harta ampikale di Desa Bone Subur 

masih bisa diselesaikan secara musyawarah keluarga. 
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Pada dasarnya, antara hukum Islam dan hukum adat Bugis mengenai 

kewarisan ini tidak mempunyai perbedaan yang menonjol. Seperti pandangan 

yang dikemukakan oleh tokoh agama, adat, dan warga masyarakat setempat 

bahwa tradisi ampikale ini adalah suatu bentuk pengalihan harta warisan yang 

mana penetap ampikale sebelum membagikan hartanya beliau berpesan bahwa 

yang berhak menerima harta ini adalah orang yang berjasa dalam merawatnya 

ketika ia masih hidup sampai ketika ia meninggal dunia. Menurut masyarakat 

Desa Bone Subur tradisi ampikale itu dibolehkan dengan syarat-syarat adanya 

tanggung jawab yang lebih dibanding anak-anak yang lain dan keluarga, orang 

tua/pewaris dapat berlaku adil, dan yang tentunya tidak menyalahi kaidah-kaidah 

agama. 

Dengan demikian sesuai dengan penjelasan diatas maka analisa dari 

penulis bahwa tradisi ampikale salah satu cara pembagian warisan dalam 

masyarakat Bugis di Desa Bone Subur. Tradisi ampikale yang dilakukan oleh 

masyarakat Bugis di Desa Bone Subur tidak bertentangan dengan hukum Islam, 

dikarenakan tradisi tersebut merupakan adat yang shahih di masyarakat, 

mengutamakan keadilan dan perdamaian. Dalam Islam juga telah diketahui 

bahwasanya Islam memuliakan adat yang tidak bertentangan dengan syariatnya, 

sehingga dalam Islam ampikale dibolehkan. 

Berdasarkan penelitian masyarakat Bugis yang mendiami Desa Bone 

Subur hampir semua mempunyai harta ampikale. Dalam hukum Islam tidak 

membahas secara khusus tentang ampikale, karena ampikale hanya ada dalam 

masyarakat Bugis. Masing-masing anak mempunyai hak waris dari orang tuanya, 



 

 
 

baik laki-laki maupun perempuan. Hak waris tersebut akan didapatkan setelah 

orang tuanya meninggal dunia. Sama halnya dengan pelaksanaan tradisi ampikale, 

harta itu telah disisihkan oleh orang tuanya untuk kepentingan semasa hidupnya 

yang kemudian akan diberikan setelah ia meninggal kepada anak, ahli waris, 

kerabat, atau bukan kerabat yang berjasa dalam merawat penetap ampikale semasa 

hidupnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam Skripsi ini, dan kaitannya 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Masyarakat yang ada di desa Bone Subur pada umumnya memahami dan 

mengetahui serta menerapkan aturan ampikale ini di dalam proses pewarisan di 

tengah masyarakat. Pemahaman masyarakat Bugis mengenai Ampikale 

hakekatnya merupakan harta yang dipisahkan dari harta warisan tapi 

merupakan salah satu proses pembagian warisan hanya saja diistilahkan 

sebagai ampikale. Ampikale ini merupakan suatu bagian harta yang sengaja 

dipisahkan dari harta yang akan diwariskan sebagai jaminan bagi pewaris 

untuk pemeliharaan, perawatan, penyelenggaraan pada saat ia meninggal dan 

pembiayaan lain setelah meninggalnya pewaris. Ketika harta ingin diwariskan 

dalam tradisi ampikale memiliki syarat dan si penetap ampikale berpesan atau 

berwasiat dalam proses pembagian harta ampikale ini. Selain demi kepentingan 

pewaris, ampikale ini juga bertujuan untuk mencegah perselisihan di antara 

ahli waris dalam hal tanggung jawab perawatan, pemeliharaan, dan 

penyelenggaraan perawatan jenazah pewaris. Akan tetapi berbeda lagi apabila 

para ahli waris sepakat untuk saling bahu membahu mengenai pembiayaan dan 

perawatan pewaris di masa tuanya., maka harta ampikale tersebut nantinya 

ketika pewaris telah meninggal akan dibagi rata kepada para ahli waris yang 

ikut serta dalam semua pembiayaan perawatan pewaris sampai ia meninggal. 



 

 
 

2. Secara umum, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat 

berpendapat bahwa suatu adat termasuk tradisi ampikale tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum Islam selama tidak ada ulama yang 

mengharamkan ampikale tersebut. Ampikale ini merupakan istilah yang 

digunakan kemudian terjadi secara turun temurun sehingga menjadi sebuah 

tradisi dalam masyarakat Bugis. Ampikale hakikatnya dalam hukum Islam 

termasuk dalam wasiat bukan kewarisan. Dan dalam tinjauan hukum Islam 

ampikale dibolehkan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran 

hukum Islam. 

B. Saran 

Dari penelitian ini pula penulis dapat menyarankan: 

1. Berdasarkan hal yang ditemukan penulis dalam masyarakat, ampikale ini 

merupakan suatu adat yang hingga sekarang masih digunakan masyarakat yang 

berkaitan dengan kewarisan, sehingga diperlukan pemahaman kepada generasi 

berikutnya agar adat ini tetap dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi. Di sini juga diperlukan tanggung jawab bersama 

untuk menghormati adat Bugis ampikale ini sebagai bentuk kearifan lokal yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, jika diperlukan ampikale ini 

dijadikan salah satu materi dakwah agar masyarakat dapat memahami dengan 

baik. 

2. Diharapkan kepada seluruh tokoh agama, adat, dan masyarakat Desa Bone 

Subur, bersama-sama untuk mensosialisasikan hukum Islam agar masyarakat 

setempat lebih dapat memahami hukum-hukum Islam. 



 

 
 

C. Implikasi 

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem 

penarikan garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem 

kekeluargaan yakni, sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat Batak, Ambon, 

Timur, Yogyakarta dan Bali), sistem matrilineal (terdapat di daerah 

Minangkabau), sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain Jawa, 

Madura, Aceh, dan Sulawesi Selatan. 
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